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Bismillahir rahmaanir rahiim,
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
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V I S I :      Terwujudnya sistem perbankan Syariah yang sehat, kuat dan

istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan,
kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat
yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)

M I S I :      Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan
perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip

syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor
riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam
rangka mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional

“ “

“ “
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        Kata Pengantar

Kata Pengantar

Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat,
petunjuk dan hidayah-Nya sehingga dengan izin dan kasih-sayang-Nya kita dapat melalui
berbagai tantangan dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing

selama tahun 2007. Shalawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Rasulullah
Muhammad SAW, yang darinya kita memperoleh tauladan serta inspirasi.

Hingga tahun 2007 perkembangan dan kinerja usaha perbankan Syariah

Indonesia tumbuh pesat, hal ini merupakan indikasi nyata dari semakin besarnya
keinginan masyarakat untuk mencapai sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur, seperti nilai keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan bagi semua. Kehidupan

yang tidak hanya mengejar kemakmuran fisik tapi juga kebahagiaan ruhani, tidak hanya
memperhatikan kepuasan pelaku ekonomi secara individual tetapi juga kesejahteraan
bersama secara sosial. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah hingga akhir
tahun 2007 ini terjaga pada tingkat yang cukup tinggi yaitu 36,7% sehingga rata-rata

pertumbuhan lima tahun terakhir mencapai lebih dari 60% pertahun. Kemanfaatan
perbankan Syariah dapat berjalan optimal yang tergambar pada dominasi pembiayaan
kepada sektor riil terutama sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio FDR selama

tahun 2007 berada pada kisaran 100%.

Uraian berbagai kondisi dan perkembangan yang dihadapi industri perbankan
syariah dan sektor terkait, dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh Bank Indonesia, serta perkiraan
mengenai perkembangan dan arah kebijakan pengembangan kedepan dicakup dalam
Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007. Dengan adanya Laporan ini

diharapkan dapat mendokumentasikan perkembangan yang dihadapi oleh industri
perbankan syariah nasional selama tahun 2007, serta sebagai salah satu bentuk dari
akuntabilitas publik agar seluruh stakeholders Bank Indonesia dapat memperoleh

informasi yang lengkap dan jelas tentang perkembangan industri perbankan syariah
dengan berbagai macam tantangan dan peluang serta arah kebijakan Bank Indonesia
selaku otoritas perbankan.

Dalam merespon tantangan pengembangan perbankan Syariah, kebijakan
pengembangan yang dilakukan Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas dapat berupa
ketentuan kelembagaan perbankan, bantuan-bantuan teknis dan ketentuan operasional

perbankan. Sedangkan dari sisi institusi perbankan strategi pengembangan dapat berupa
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Kata Pengantar  

pendekatan pemasaran, penyediaan dan pengembangan variasi produk serta

manajemen organisasi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stakehoders untuk
ikut berpartisipasi aktif dan bersama-sama bekerja keras, bahu membahu melakukan
berbagai upaya dalam rangka mempercepat perkembangan perbankan syariah yang

pada akhirnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara luas.

Atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, saya ingin menyampaikan
penghargaan kepada seluruh stakeholders atas usaha dan kerjasama yang baik

dalam rangka menumbuhkembangkan perbankan syariah nasional. Semoga Allah
SWT memberikan hidayah dan kekuatan  bagi kita untuk melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya.

Billaahit taufiq wal hidayah, wassalaamu’alaikum warahmatullah
wabarakatuh.

DEPUTI GUBERNUR
BANK INDONESIA

Siti Ch. Fadjrijah
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ahun 2007 merupakan tahun pertama

dilaksanakannya program akselerasi

perbankan syariah yang dicanangkan oleh

Gubernur Bank Indonesia pada akhir 2006

dan dipertegas kembali pada awal tahun 2007 dalam

acara Bankers Dinner sebagai bagian dari upaya untuk

mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor

riil. Situasi perekonomian sepanjang 2007 ditandai

dengan berhasil dicapainya stabilitas makroekonomi

yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan

tersebut memberikan dampak nyata terhadap

peningkatan kegiatan usaha perbankan syariah.

Peningkatan kinerja bank syariah dapat dilihat

dari sejumlah indikator kinerja yang menunjukkan

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang

2007, akses masyarakat terhadap manfaat (value)

yang ditawarkan produk dan atau layanan perbankan

syariah juga terus meningkat seiring dengan pening-

katan jaringan operasional. Disamping itu, keman-

faatan yang diberikan perbankan syariah semakin

nyata dengan adanya kebijakan yang berorientasi

kepada segmen ekonomi mayoritas di masyarakat,

diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan pem-

biayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah.

Perbankan syariah juga secara konsisten mampu

memperlihatkan efektivitasnya dalam pelaksanaan

fungsi intermediasi yang diindikasikan melalui

pertumbuhan pembiayaan yang relatif lebih tinggi

dibandingkan perbankan nasional, serta rasio

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang

mencapai (FDR) 99,8%. Kinerja keuangan perbankan

syariah juga menunjukkan peningkatan sejalan

dengan membaiknya kondisi perekonomian, ditandai

laju ekspansi volume usaha yang mencapai 36,7%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada

2006 (28,0%).

Kebijakan yang ditempuh dalam pengem-

bangan perbankan syariah secara umum mengacu

pada cetak biru pengembangan perbankan syariah

yang pada tahun 2007 difokuskan pada upaya mem-

perkuat struktur industri sebagai bagian dari tahap

kedua implementasi cetak biru. Selain itu kebijakan

yang ditempuh juga diarahkan untuk mengantisipasi

tantangan maupun dinamika yang dihadapi perbankan

syariah guna mempertahankan momentum per-

tumbuhannya.

Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah

Kebijakan perbankan syariah tetap difokuskan

pada enam aspek yang meliputi kepatuhan pada

prinsip syariah, pemenuhan aspek kehati-hatian,

pengembangan efisiensi operasi dan daya saing,

kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi pereko-

nomian, peningkatan kompetensi dan profesionalisme

sumberdaya insani, serta optimalisasi fungsi sosial bank

syariah dalam memfasilitasi sektor voluntary/sosial

dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan

kepatuhan terhadap prinsip syariah, pada tahun 2007

telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Peng-

himpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan

Jasa Bank Syariah. Penerbitan PBI tersebut antara lain

dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan peraturan

hukum maupun perundangan dan dikeluarkannya
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sejumlah fatwa baru yang dijadikan sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Selanjutnya dalam kerangka pengembangan

efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah

dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-

hatian, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan

yang memperluas cakupan pelayanan dan cakupan

wilayah operasional Layanan Syariah (office channel-

ing). Selain itu, guna mempermudah proses pengem-

bangan produk dan jasa bank syariah Bank Indonesia

telah menerbitkan buku standard/kodifikasi produk

perbankan syariah.

Sementara itu dalam upaya mendukung

stabilitas sistemik serta terciptanya kemanfaatan bagi

perekonomian nasional, Bank Indonesia terus

menggalakkan linkage program pemberdayaan usaha

mikro dan kecil dengan melibatkan bank syariah dan

lembaga pendukung yang akan membantu dalam

pelatihan teknis, manajemen serta pembinaan spiri-

tual. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

menganugerahkan penghargaan Kriya Pranala Award

bagi bank-bank syariah yang menjadi leader dalam

lingkage program.

Selain itu, Bank Indonesia secara intensif

melakukan kegiatan edukasi publik untuk mening-

katkan pemahaman masyarakat terkait fungsi,

kemanfaatan, peran dan kedudukan perbankan

syariah nasional yang diharapkan dapat memperkuat

basis nasabah dan investor perbankan syariah dan

mendorong pertumbuhan jumlah nasabah secara

berkesinambungan dengan lebih cepat. Kegiatan

edukasi publik dimaksud dilakukan melalui berbagai

kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar, workshop,

training maupun kegiatan interaktif melalui media

elektronik.

Salah satu inisiatif strategis yang dilakukan

dalam rangka edukasi publik adalah dengan melun-

curkan iB (ai-bi) sebagai penanda industri perbankan

syariah Indonesia yang diikuti dengan berbagai
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kegiatan publikasi massal di media cetak dan elektronik

nasional. Publikasi logo iB secara luas diharapkan akan

membantu meningkatkan awareness masyarakat

terhadap kehadiran bank syariah dan memperkuat

brand image industri perbankan syariah nasional. Selain

itu, khusus bagi para calon investor, Bank Indonesia

menerbitkan Buku Panduan Investasi di bank syariah

guna memudahkan investor memahami tata cara dan

proses  berinvestasi di sektor perbankan syariah di

Indonesia.

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan

profesionalisme sumber daya insani perbankan syariah,

Bank Indonesia dalam tahun 2007 melaksanakan

berbagai program edukasi baik kepada internal

pegawai Bank Indonesia maupun kepada stake-

holders. Secara internal kegiatan-kegiatan sertifikasi

perbankan, pelatihan dasar, dan pelatihan lanjutan

pengawasan perbankan syariah, termasuk mengi-

kutsertakan pegawai dalam berbagai seminar

ekonomi dan keuangan syariah baik di dalam maupun

di luar negeri. Bagi stakeholders, Bank Indonesia

melaksanakan sertifikasi bagi direksi BPR Syariah,

pelatihan bagi pegawai bank konvensional yang akan

membuka pelayanan syariah, pelatihan nasional

perbankan syariah bagi ulama, training for trainers

perbankan syariah bagi guru dan dosen termasuk

penyediaan berbagai literatur tentang ekonomi/

keuangan/perbankan syariah.

Selain itu untuk optimalisasi fungsi sosial bank

syariah Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana sebagian besar

bank syariah bertindak sebagai amil sekaligus penyalur

ZIS yang dikelolanya dan jumlah dana yang disalurkan

menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari

tahun sebelumnya. Seluruh perbankan syariah juga

terus mengembangkan Program Perbankan Syariah

Peduli Umat (PSPU) terutama dalam membantu para

korban bencana alam.

Di bidang pengawasan, pendekatan penga-

wasan bank syariah menggunakan pola terpadu (dedi-



ixLaporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007

     Ringkasan Eksekutif

cated team) yang mengintegrasikan pengawasan tidak

langsung (off-site supervision) dan pengawasan

langsung atau pemeriksaan lapangan (on-site super-

vision) dan mengadopsi pendekatan pengawasan bank

berbasis risiko (Risk Based Supervision) yang lebih

memfokuskan pengawasan pada aktivitas fungsional

yang berisiko tinggi dan berorientasi ke depan (for-

ward looking). Dengan pola dedicated team, maka

suatu tim pengawasan akan bertanggung jawab penuh

atas seluruh fungsi pengawasan, sehingga dinilai lebih

memadai untuk mendukung implementasi sistem

pengawasan berbasis risiko.

Sementara di bidang perizinan, Bank Indone-

sia telah melakukan penyederhanaan terhadap

beberapa prosedur terkait dengan perluasan jaringan

maupun peluncuran produk bagi bank-bank syariah.

Dengan penyederhanaan yang dilakukan, diharapkan

dapat mempercepat perluasan jaringan layanan

perbankan syariah yang kini telah menjangkau

nasabah di 74 kabupaten/kota di 32 propinsi.

Perkembangan Perbankan Syariah 2007

Selama tahun 2007 jumlah bank yang melak-

sanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

mengalami peningkatan sebanyak 6 Unit Usaha

Syariah (UUS) dan 11 BPRS, sehingga pada akhir 2007

terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 26 UUS dan

114 BPRS. Sejalan dengan hal tersebut, jaringan kantor

bank syariah, termasuk layanan syariah juga

menunjukkan peningkatan menjadi 711 kantor dan

1.195 layanan syariah.

Kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah

Pada tahun 2007 industri perbankan syariah

mengalami peningkatan volume usaha sehingga pada

akhir 2007 telah mencapai Rp36,5 triliun, dengan

pangsa terhadap total aset perbankan sebesar 1,8%.

Di sisi penghimpunan dana, perkembangan DPK

perbankan syariah yang pada awalnya mengalami

tekanan akibat ketatnya persaingan penghimpunan

dana, mampu menunjukkan pertumbuhan sebesar

35,5% (yoy) atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan

tahun 2006 sebesar 32,7% seiring dengan trend

penurunan suku bunga perbankan.

Sementara kegiatan penyaluran dana oleh

perbankan syariah melalui berbagai bentuk akad

pembiayaan masih berjalan optimal, dengan laju

pertumbuhan sebesar 36,7% (yoy) atau melebihi baik

laju pertumbuhan DPK yang dihimpun sepanjang 2007

maupun laju pertumbuhan pembiayaan pada tahun

sebelumnya. Laju pertumbuhan pembiayaan yang

meningkat di satu sisi, ternyata belum sepenuhnya

diikuti dengan penurunan jumlah pembiayaan ber-

masalah di sisi yang lain. Kecenderungan peningkatan

risiko pembiayaan yang telah terlihat sejak tahun lalu,

pada 2007 masih berlanjut meskipun dengan kecen-

derungan yang menurun. Seiring dengan perkem-

bangan tersebut, profitabilitas perbankan syariah

mengalami peningkatan dengan return on asset (ROA)

mencapai 2,1% pada 2007.

Perkembangan Kinerja BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga

memperlihatkan peningkatan kinerja sebagaimana

bank umum dan unit usaha syariah. Sepanjang tahun

2007, volume usaha BPRS mengalami ekspansi 33,2%

sehingga pangsa BPRS dalam industri BPR nasional

menjadi 4,2%. Pertumbuhan tersebut antara lain

ditunjang oleh peningkatan jumlah DPK yang dihimpun

sebesar 34,2%.

Sementara itu, ekspansi pembiayaan BPRS

mampu bertumbuh sebesar 38,3% dari tahun

sebelumnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa

seluruh dana yang dihimpun dapat disalurkan oleh

BPRS atau dengan kata lain fungsi intermediasinya

juga berjalan optimal tercermin dari rasio financing to
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deposit BPRS yang mencapai 123,7%. Disamping itu,

sepanjang tahun 2007 industri BPRS mampu mem-

perbaiki kualitas pembiayaan yang terlihat dari

penurunan nilai NPF (gross) dari 8,3% pada tahun 2006

menjadi 8,0% pada akhir 2007.

Pasar Keuangan Syariah

Kegiatan Pasar Uang Antarbank berdasarkan

Prinsip Syariah (PUAS) selama tahun 2007 diwarnai

preferensi likuiditas pelaku yang meningkat ditandai

dengan pergeseran tenor penempatan kearah instru-

ment berjangka waktu lebih pendek. Volume transaksi

SWBI mengalami peningkatan sebesar 68,3%

dibandingkan tahun sebelumnya khususnya yang

memiliki tenor 7 hari dan 14 hari, meskipun secara

outstanding tidak mengalami perubahan yang

signifikan. Sebaliknya rata-rata volume transaksi PUAS

mengalami penurunan dari Rp1,103.5 miliar pada

tahun 2006 menjadi Rp.825,4 Miliar pada tahun 2007.

Sementara itu di pasar modal, saham emiten

yang tergolong dalam Jakarta Islamic Indeks (JII)

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan,

seiring dengan kondisi pasar saham yang sedang

bullish. Secara point to point, indeks JII mengalami

pertumbuhan sebesar 58,4% pada tahun 2007.

Adapun nilai obligasi syariah maupun reksadana

syariah pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang

membanggakan seiring perkembangan dalam pasar

modal yang meningkat cukup tajam. Hal ini didorong

ekspektasi investor yang tinggi dan penurunan suku

bunga perbankan sehingga menjadikannya instrumen

investasi yang menarik.

Prospek dan Arah Kebijakan

Prospek 2008

Industri perbankan syariah pada tahun 2008

diperkirakan masih akan menikmati pertumbuhan yang

tinggi (high growth), melebihi pertumbuhan perbankan
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secara nasional. Prospek ekonomi makro Indonesia

dalam bentuk rendahnya tingkat suku bunga,

ekspektasi nilai tukar yang stabil dan tingkat inflasi

yang terjaga, memunculkan harapan membaiknya

kinerja sektor riil, yang selanjutnya akan mening-

katkan permintaan bagi pembiayaan, sekaligus

menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Mem-

baiknya sektor riil diharapkan juga akan diikuti dengan

peningkatan pendapatan masyarakat sehingga

memperbesar potensi penghimpunan DPK oleh industri

perbankan syariah.

Selain itu pertumbuhan volume perbankan

syariah akan ditunjang oleh realisasi rencana pem-

bukaan beberapa bank syariah baru, optimalisasi

kapasitas pendanaan maupun pembiayaan terutama

pada kelompok Unit Usaha Syariah, dan tersedianya

intrumen likuiditas baru bagi perbankan syariah.

Disamping itu, optimisme terhadap dicapainya solusi

dalam rangka pengecualian transaksi berbasis jual beli

sebagai obyek pajak diharapkan dapat mendorong

masuknya investasi baru pada industri perbankan

syariah.

Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi

perbankan syariah pada tahun mendatang akan

semakin nyata pengaruhnya terhadap pertumbuhan

industri ini. Untuk mendorong kapasitas ekspansi bank

ke batas optimal menuntut penambahan sumber daya

insani yang berkualitas dalam jumlah cukup disamping

tambahan permodalan untuk mengantisipasi ekses

risiko yang menyertai ekspansi. Sementara mendorong

sisi penghimpunan dana menuntut proses pengem-

bangan produk-produk pendanaan maupun

penyaluran dana secara inovatif, termasuk menuntut

penyesuaian strategi penetrasi bank-bank syariah yang

out of the box.

Arah Kebijakan

Respon Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Tantangan pengembangan pada dasarnya
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dapat diantisipasi melalui upaya dari dua sisi, yaitu

melalui kebijakan pengembangan yang dilakukan

oleh otoritas dan strategi pengembangan yang dapat

dilakukan oleh institusi perbankan. Dari sisi otoritas,

kebijakan pengembangan dapat berupa penye-

derhanaan ketentuan dan bantuan-bantuan teknis.

Sedangkan dari sisi institusi perbankan, strategi

pengembangan dapat berupa penggunaan strategi

pemasaran yang lebih tepat, penyediaan dan pengem-

bangan variasi produk serta peningkatan manajemen

organisasi.

Beberapa area yang menjadi fokus kebijakan

pengembangan yang akan ditempuh pada 2008

sesuai arahan Gubernur Bank Indonesia pada Bankers

Dinner, 18 Januari 2008 meliputi (i) penguatan kualitas

sumber daya insani, (ii) memberikan insentif,

kemudahan atau fasilitas untuk menarik investor-in-

vestor baru, (iii) melakukan sosialisasi perbankan

syariah secara intensif sehingga bukan hanya mampu

memberikan pengetahuan tetapi juga mampu meng-

gerakkan masyarakat pada semua golongan/segmen/

strata untuk menggunakan jasa keuangan/produk

perbankan syariah, (iv) melakukan pembinaan

Pendamping UMK & Account Officer Bank Syariah

dalam rangka meningkatkan kemampuan sektor riil

yang diharapkan mampu memperkuat sisi demand

pembiayaan perbankan syariah, (v) memperluas

ketelibatkan perbankan syariah dalam proyek-proyek

pemerintah, (vi) mendorong inovasi produk dan jasa

Perbankan Syariah, (vii) mendorong pengesahan

Rancangan Perundang-undangan, diantaranya RUU

Perbankan Syariah, RUU SBSN serta amandemen

Undang-undang Perpajakan. Undang-undang tersebut

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan

menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan

perbankan syariah.Sementara itu untuk mereali-

sasikan potensi pasar yang besar, perbankan syariah

perlu menerapkan strategi positioning secara tepat.

Ditengah beratnya berkompetisi dengan perbankan

konvensional yang telah memiliki skala ekonomi dan

daya saing tinggi, perbankan syariah dapat memilih

market driving strategy dimana bank syariah secara

mandiri membentuk pasarnya sesuai kelebihan dan

keunikan yang dimiliki. Pelaksanaan strategi tersebut

dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pengem-

bangan kapasitas untuk berinovasi pada tahap awal

pengembangan strategi dan penawaran proposisi nilai

(value proposition) kepada target pasar pada tahap

implementasi strategi.
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Hal ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi   
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BAB 1

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENELITIAN,

PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN BANK SYARIAH

Memasuki tahun 2007, kebijakan pengem-

bangan perbankan syariah nasional ditandai dengan

sebuah langkah besar berupa pencanangan Program

Akselerasi oleh Gubernur Bank Indonesia pada bulan

Desember 2006. Hal ini dipertegas kembali dalam

Bankers’ Dinner pada awal tahun 2007, dimana

ditetapkan bahwa Program Akselerasi perbankan

syariah merupakan salah satu dari delapan butir arah

strategis yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia

guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan

sektor riil. Dengan penetapan Program Akselerasi ini

diharapkan peningkatan peran perbankan syariah

dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan

sektor riil dapat lebih dipercepat. Dalam jangka

menengah, percepatan itu antara lain dapat dilaku-

kan dengan menggunakan pendekatan indikator

pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan

nasional pada akhir tahun 2008 sebesar 5%. Dalam

pelaksanaannya program ini tetap merujuk pada

rencana pengembangan jangka panjang yang

terangkum dalam Cetak Biru Pengembangan

Perbankan Syariah Indonesia yang saat ini berada

pada tahap kedua dengan fokus pada penguatan

struktur industri termasuk di dalamnya upaya men-

dorong peningkatan efisiensi operasi dan daya saing

perbankan syariah, seperti pengembangan infras-

truktur pendukung kegiatan operasional.

Pencanangan program akselerasi perbankan

syariah sebagai salah satu arah strategis untuk

mendorong perbankan nasional mendukung pertum-

buhan dan perkembangan sektor riil, semakin

memperjelas posisi dan peran perbankan syariah

dalam struktur perekonomian Indonesia. Hal ini

sejalan dengan rencana strategis Bank Indonesia

dalam pengembangan perbankan dan keuangan yang

terangkum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

(API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia

(ASKI), yang secara eksplisit juga menyebutkan posisi

industri perbankan syariah dan sistem keuangan

syariah pada umumnya. Kejelasan posisi dan peran

perbankan syariah dalam API dan ASKI diharapkan

akan mendorong integrasi industri ini dengan industri

lainnya, baik dalam sistem keuangan syariah maupun

sistem keuangan nasional.

Sejak tahun 2006, kebijakan pengembangan

perbankan syariah diarahkan pada pencapaian

sasaran strategis yang meliputi: (1) pemenuhan

kepatuhan pada prinsip syariah; (2) penyempurnaan

ketentuan kehati-hatian; (3) peningkatan efisiensi

operasi dan daya saing; (4) pemeliharaan kestabilan

sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian; (5)

peningkatan kompetensi profesionalisme sumber daya

insani; serta (6) pemberdayaan fungsi sosial bank

syariah (voluntary sector) secara optimal.

Uraian mengenai langkah-langkah pelaksanaan

kebijakan yang telah diambil oleh Bank Indonesia

dalam pengembangan perbankan syariah nasional

selama tahun 2007, akan dibahas satu persatu

berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pemenuhan Kepatuhan pada Prinsip
Syariah

Perbedaan penting antara perbankan kon-

vensional dengan perbankan syariah adalah adanya

kewajiban pemenuhan kepatuhan pada prinsip

syariah dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha

bank syariah yang terimplementasi dalam produk dan
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operasional perbankan syariah. Pemenuhan

kepatuhan terhadap prinsip syariah oleh perbankan

mensyaratkan beberapa hal, antara lain : (i)

harmonisasi pemahaman terhadap prinsip-prinsip

syariah dalam produk dan operasional perbankan dari

pelaku, regulator maupun stakeholders perbankan

syariah lainnya; (ii) ketentuan yang komprehensif dan

jelas yang menjadi pedoman pelaksanaan pemenuhan

kepatuhan atas prinsip syariah bagi kalangan

perbankan syariah; dan (iii) sosialisasi yang memadai

kepada pihak-pihak terkait atas pelaksanaan

pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan

kepatuhan terhadap prinsip syariah, pada tahun 2007

telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Peng-

himpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan

Jasa Bank Syariah yang menyempurnakan PBI No. 7/

46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad

Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi Bank Yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah. PBI No. 9/19/PBI/2007 memuat norma-norma

yang bersifat umum dan prinsipil, sedangkan rincian

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran

(SE) Bank Indonesia.

Beberapa hal penting yang menjadi aspek

penyempurnaan dalam PBI tersebut di atas adalah

sebagai berikut : (i) penjelasan prosedur kegiatan

dalam pelaksanaan suatu akad bisnis bank syariah,

yang diantaranya terdiri dari penjelasan posisi bank

dan nasabah, kewajiban untuk menjelaskan

karakteristik produk, kewajiban untuk melakukan

analisa, kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis

dan pemenuhan prinsip syariah dari akad tersebut;

(ii) penambahan akad-akad yang dapat digunakan

dalam pelayanan jasa bank syariah, seperti akad

Kafalah, Hawalah dan Sharf ; (iii) menyempurnakan

penjelasan atas alternatif penyelesaian sengketa

antara bank syariah dengan nasabah yaitu dengan

menggunakan alternatif berupa musyawarah, mediasi

perbankan, arbitrase syariah dan atau lembaga

peradilan.

Disamping melakukan penyempurnaan pada

beberapa ketentuan, pada tahun 2007 dilakukan

kajian Bay’ Al Dayn, Bay’ Al ’Inah, dan Bay’ Al Wafa’

dalam Produk Keuangan Syariah serta Kajian Gharar

dan Maysir dalam Transaksi Keuangan Syariah, dalam

rangka mendukung operasional perbankan syariah

yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah.

Pada perbankan syariah internasional isu

kepatuhan pada prinsip syariah juga menjadi per-

hatian, antara lain dengan dikeluarkannya beberapa

pedoman pelaksanaan oleh Islamic Finacial Services

Board (IFSB) yang salah satunya adalah pedoman

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

Pedoman lainnya yang tengah disusun oleh IFSB

adalah pedoman Sharia Governance dan pedoman

Business Conduct.

Pedoman untuk Sharia Governance ditujukan

bagi tata kelola terkait pemastian pelaksanaan prinsip

syariah dalam sebuah industri keuangan syariah, baik

secara institusi, sumber daya manusia maupun

operasional teknisnya. Sementara itu, pedoman Busi-

ness Conduct yang dimaksudkan menjadi pedoman

bagi bankir syariah atau pelaku keuangan syariah

lainnya dalam menjalankan tugasnya, diharapkan

akan mampu melindungi pihak-pihak yang ber-

transaksi khususnya nasabah bukan hanya pada aspek

profesionalisme perbankan tetapi juga aspek

kepatuhan pada prinsip syariah.

Penyempurnaan Ketentuan Kehati-hatian

Penyempurnaan ketentuan kehati-hatian dalam

operasional perbankan syariah (prudential banking)

memiliki tujuan akhir untuk menciptakan industri

perbankan syariah yang sehat, kuat dan memiliki

sustainable growth. Beberapa penyempurnaan

ketentuan yang dilakukan dalam rangka pencapaian
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tujuan dimaksud, antara lain: (i) diterapkannya ke-

bijakan exit dan entry yang efisien; (ii) diterapkannya

sistem pengaturan dan pengawasan  berbasis risiko

yang dapat mendorong ke arah terbentuknya self

regulatory system; (iii) diterapkannya konsep good

corporate governance dalam operasional perbankan

syariah. Disamping itu, terbentuknya mekanisme dan

harmonisasi pengawasan antara perbankan syariah

dengan lembaga keuangan syariah non-bank dan

terlibatnya lembaga-lembaga penelitian perbankan

syariah secara konstruktif, diharapkan mampu

mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan tersebut.

Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-

hatian adalah dengan dikeluarkannya PBI No. 9/9/

PBI/2007 yang merupakan penyempurnaan dari PBI

No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva

Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyempurnaan

ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan bank dalam menjaga kualitas aktiva dan

membentuk PPA yang memadai, tanpa mengurangi

keleluasaan penyaluran pembiayaan bank syariah

terutama pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Pokok-

pokok penyempurnaan ketentuan tersebut antara lain:

1. Penilaian kualitas penyediaan dana untuk nasabah

yang didasarkan pada aspek kemampuan mem-

bayar, dari yang sebelumnya hanya penyediaan

dana bagi nasabah perorangan sampai dengan

Rp.500 juta diperluas hingga mencakup juga

penyediaan dana bagi nasabah usaha kecil dan

menengah (UKM) sampai dengan Rp.20 Milyar.

Penilaian kualitas penyediaan dana sampai

dengan Rp. 20 Milyar dapat dilakukan oleh bank

umum yang memiliki predikat penilaian credit

risk sangat memadai (strong) dan atau sampai

dengan Rp. 10 Milyar bagi bank umum dengan

predikat penilaian credit risk dapat diandalkan

(acceptable).

2. Selain kriteria pengendalian credit risk, bank yang

akan melakukan penilaian kualitas pembiayaan

untuk UKM dengan berdasarkan 1 pilar, harus

memenuhi kriteria tingkat kesehatan paling

kurang cukup sehat/peringkat komposit 3 serta

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum CAR

minimal 8 %. Penilaian pembiayaan atas dasar 1

pilar dengan persyaratan tersebut tidak berlaku

untuk nasabah yang termasuk 50 debitur terbesar

bank, dan penyediaan dana / pembiayaan yang

direstrukturisasi.

3. Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang

dalam pembentukan penyisihan penghapusan

aktiva (PPA) diperluas dengan memperhitungkan

mesin yang melekat dengan tanah dan bangunan

yang diikat dengan hak tanggungan. Selain itu

dapat juga memperhitungkan resi gudang yang

sesuai dengan UU No. 9 tahun 2006 tantang

Sistem Resi Gudang.

4. Pelonggaran ketentuan untuk kriteria penilaian

kualitas penempatan dalam rangka Linkage Pro-

gram pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS) khususnya untuk kriteria kurang lancar dan

macet, yaitu : yang semula dinilai kurang lancar

apabila terdapat tunggakan angsuran sampai

dengan 5 (lima) hari kerja diubah menjadi sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari dan yang semula

dinilai macet apabila terdapat tunggakan pem-

bayaran angsuran lebih dari 5 (lima) hari kerja

diubah menjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pada tahun 2007, Bank Indonesia telah me-

ngeluarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan

untuk Bank Umum Syariah dan BPRS guna meleng-

kapi tools pengawasan industri perbankan syariah.

Diharapkan dengan adanya pedoman penilaian

tingkat kesehatan khusus bank syariah ini, sistem

pengawasan perbankan syariah mampu menghasil-

kan paparan kondisi bank yang lebih akurat sesuai

karakteristik dan jenis usaha bank syariah. Adapun

uraian singkat tentang kedua ketentuan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian



4 Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007

BAB 1: Pelaksanaan Kebijakan Penelitian Pengembangan dan Pelatihan Bank Syariah 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan

Prinsip Syariah yang dijabarkan secara detail

melalui SE Ekstern No. 9/24/DPbS tanggal 30

Oktober 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip

Syariah, mencakup hal-hal antara lain sebagai

berikut :

a. Penilaian peringkat TKS, dibagi atas 2

kelompok, yaitu: (1) penilaian peringkat faktor

keuangan, yang terdiri dari faktor Capital,

Asset Quality, Earnings, Liquidity dan Sensitiv-

ity to market risk, (CAELS), (2) penilaian faktor

manajemen, yang terdiri dari manajemen

umum, manajemen risiko, dan manajemen

kepatuhan.

b. Penilaian faktor keuangan, dilakukan melalui

perhitungan rasio pada masing – masing

faktor, yang dibedakan atas rasio utama, rasio

penunjang dan rasio pengamatan.

c. Penilaian faktor manajemen dilengkapi

dengan penerapan good corporate gover-

nance (GCG) dalam penilaian manajemen

umum, faktor – faktor risk based supervision

dalam penilaian manajemen risiko dan

penilaian faktor syariah dalam penilaian

manajemen kepatuhan.

d. Penilaian akhir atas tingkat kesehatan bank

dilakukan dengan menggabungkan hasil

penilaian faktor keuangan dan faktor

manajemen dengan menggunakan tabel

konversi untuk menetapkan peringkat

komposit penilaian TKS.

2. PBI No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Perkreditan Rakyat Syariah yang dijabarkan secara

detail pada SE Ekstern No. 9/29/DPbS tanggal 7

Desember 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

mencakup hal-hal sebagai berikut .

a. Pokok-pokok pengaturan yang terkandung

dalam Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan

BPRS pada dasarnya sama dengan penilaian

TKS pada Bank Umum Syariah.

b. Penyederhanaan pada jumlah rasio yang

digunakan dalam melakukan penilaian

peringkat faktor keuangan dan menyeder-

hanakan penilaian faktor manajemen

c. Tidak memasukkan faktor Sensitivity to Mar-

ket Risk.

Berdasarkan uraian di atas, penyempurnaan

tidak hanya dilakukan bagi bank umum syariah tetapi

juga bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS memiliki karakteristi yang spesifik, dimana BPRS

lebih berperan sebagai lembaga keuangan bagi usaha

mikro-kecil dan menengah (UMKM). Di samping itu,

BPRS juga dapat berperan maksimal sebagai Com-

munity Bank yaitu bank yang mampu memberikan

kemanfaatan bagi komunitas atau lingkungan sekitar

usahanya, baik berupa jasa pendanaan maupun jasa

pembiayaan. Dengan karakteristik yang sangat sesuai

dengan kebutuhan UMKM terhadap jasa pelayanan

keuangan serta menjadi Community Bank yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat pelosok, maka upaya

pengembangan BPRS menjadi sangat penting bagi

perekonomian Indonesia secara luas, mengingat

sektor UMKM masih sangat dominan dalam struktur

perekonomian nasional.

Upaya pengembangan BPRS termasuk juga

penyempurnaan segala ketentuan terkait dengan

operasional BPRS. Tidak seperti halnya bank umum

syariah yang memiliki produk yang sangat bervariasi

dengan teknis operasional yang membutuhkan

kecanggihan teknologi informasi yang kemudian

membuat bank umum syariah membutuhkan keten-

tuan yang relatif canggih, BPRS dengan karakteristik-

nya yang sederhana tidak memerlukan ketentuan

terlalu rumit atau canggih. Karena ketentuan yang

rumit dan canggih bagi BPRS bukan saja akan semakin

membebani operasionalnya baik pada aspek biaya
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maupun SDM, tetapi juga akan semakin membuat

hambatan BPRS dalam menjalankan fungsinya sebagai

lembaga intermediasi keuangan bagi UMKM.

Dengan demikian penyempurnaan atau perubahan

ketentuan bagi BPRS juga bertujuan untuk mem-

permudah operasional BPRS tanpa mengesamping-

kan aspek kehati-hatian.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka me-

nyempurnakan ketentuan permodalan dikeluarkan SE

Ekstern No.9/14/DPbS tanggal 21 Juni 2007 perihal

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi BPRS.

Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar

permodalan BPRS sesuai dengan karakteristik BPRS,

yang pada akhirnya akan semakin mendukung

pencapaian industri BPRS yang sehat dan kuat,

dimana BPRS mampu secara maksimal memberikan

kemanfaatan bagi dunia usaha khususnya UMKM.

Adapun pokok-pokok perubahan pengaturan dalam

ketentuan tersebut antara lain : (i) menambah bobot

risiko terhadap fasilitas pembiayaan kepada atau

dijamin oleh pemerintah daerah menjadi sebesar

20%; (ii) menghilangkan kewajiban kontijensi dalam

perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR) karena berdasarkan ketentuan yang berlaku,

BPRS tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan

menjamin aktivitas yang dilakukan nasabah.

Sehubungan dengan adanya perubahan

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasional

BPRS, yaitu perubahan ketentuan Kualitas Aktiva

BPRS dan perubahan ketentuan Kewajiban Peme-

nuhan Modal Minimum BPRS  serta adanya perubahan

sistem perhitungan Tingkat Kesehatan BPRS, maka

dilakukan pula penyesuaian pada Laporan Bulanan

BPRS. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam bentuk

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007

tanggal 1 Desember 2007 perihal Perubahan atas

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/13/PNI/2005

tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (LB-BPRS) dimana ketentuan tersebut me-

lakukan berbagai penambahan form-form dan rincian

pelaporan bulanan BPRS. Diharapkan dengan adanya

poin-poin penyesuaian tersebut dapat memfasilitasi

penerapan perubahan-perubahan ketentuan yang me-

latarbelakanginya dan mempermudah pengawasan

terhadap BPRS.

Dalam rangka singkronisasi dengan ketentuan

perbankan internasional terkait pilar III Basel II yang

bertujuan untuk mendorong terciptanya market dis-

cipline, Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan

Syariah Nasional (DSN) dan Ikatan Akuntan Indone-

sia telah menyusun standar akuntansi yang sesuai dan

sejalan dengan prinsip syariah dan standar akuntansi

yang berlaku secara umum. Berdasarkan hasil pem-

bahasan bersama tersebut, Ikatan Akuntan Indone-

sia pada tanggal 27 Juni 2007 telah mengeluarkan  7

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Syariah  yang berlaku tidak hanya bagi bank syariah

tetapi juga berlaku bagi  lembaga keuangan syariah

dan pihak lainnya yang bertransaksi secara syariah.

Efisiensi Operasi dan Daya Saing

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa

perbankan kepada masyarakat luas dengan tetap

mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, telah

dikeluarkan PBI No. 9/7/PBI/2007 yang merupakan

penyempurnaan atas PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang

perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan

Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum

Konvensional. Pokok-pokok ketentuan yang disem-

purnakan tersebut antara lain: (i) layanan syariah (of-

fice channeling) diperluas dari yang semula hanya

dapat melayani penghimpunan dana, menjadi dapat

melakukan penyaluran dana dan pelayanan jasa; (ii)

layanan syariah yang semula hanya dapat dibuka di
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satu wilayah yang sama dengan Kantor Cabang

Syariah Induknya dalam satu wilayah kerja Kantor

Bank Indonesia, diperluas menjadi dapat juga dibuka

dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan Kantor

Cabang Syariah Induknya; (iii) Kantor Cabang dan

atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang terdapat

layanan syariah didalamnya wajib mencantumkan

logo industri perbankan syariah sebagai salah satu

tanda untuk menunjukkan adanya layanan syariah

di kantor tersebut.

Selama tahun 2007, bank syariah yang mem-

buka layanan syariah telah mencapai 17 bank (UUS)

atau bertambah sebanyak 7 bank. Sementara itu,

akhir tahun 2007 jumlah outlet layanan syariah telah

mencapai 1.195 outlet atau bertambah 739 outlet

atau tumbuh sebesar 162%. Mobilisasi dana masya-

rakat melalui jaringan layanan syariah di KCK pada

periode laporan tumbuh hampir 6 kali lipat dari posisi

tahun lalu, sehingga pada akhir tahun 2007 DPK

layanan syariah mencapai Rp.692 milyar. Pertum-

buhan layanan syariah, baik jumlah outlet maupun

penghimpunan dana menjadi indikasi mengenai

efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam

menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan

pelayanan jasa perbankan syariah.

Sementara itu dari sisi jenis produk yang dapat

ditawarkan oleh perbankan syariah, dewasa ini masih

didominasi oleh jenis produk yang berbasis jual beli.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengayaan jenis

produk yang berbasis investasi dan jasa, termasuk

instrumen pasar keuangan syariah, sehingga dapat

meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas dan

menekan risiko usaha.  Sehubungan dengan hal itu,

pada tahun 2007 Bank Indonesia menerbitkan buku

kodifikasi produk perbankan syariah domestik yang

bertujuan untuk mendata dan membakukan produk-

produk perbankan syariah yang telah dikeluarkan oleh

industri perbankan syariah nasional. Buku kodifikasi

ini disusun sebagai acuan terkait dengan perizinan

produk perbankan syariah dan informasi bagi pelaku

perbankan syariah dalam memperkaya produk-

produknya. Buku ini akan terus diperbaharui seiring

dengan perkembangan produk yang ada di industry

perbankan syariah nasional dan akan dilengkapi

dengan kodifikasi produk perbankan syariah

internasional.

Terkait dengan kebutuhan terhadap keter-

sediaan instrument pasar keuangan syariah, Bank

Indonesia melakukan kajian pasar keuangan syariah

yang bertujuan untuk memahami struktur pasar dan

pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah

yang dibutuhkan, baik oleh pengguna jasa, penge-

lolaan likuiditas dan risiko bank syariah, dan kepen-

tingan pengelolaan moneter serta fiskal berdasarkan

prinsip syariah. Perbandingan antara instrumen

keuangan syariah yang dibutuhkan dengan yang telah

tersedia saat ini, telah memberikan informasi tentang

peta prioritas dalam pengembangan instrumen

keuangan syariah nasional. Oleh sebab itu, kajian ini

kemudian memberikan rekomendasi kebijakan dan

strategi pengembangan industri keuangan syariah

dalam rangka mendorong industri perbankan syariah.

Kajian ini selain menjadi referensi pengembangan

perbankan syariah juga disampaikan kepada pihak

terkait seperti Direktorat Pembiayaan Syariah

Departemen Keuangan serta Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK).

Selain itu, dilakukan pula Kajian Penjaminan

Pembiayaan Syariah dan Kajian Sekuritisasi Aset

Berdasarkan Prinsip Syariah. Kajian Penjaminan

Pembiayaan Syariah secara umum bertujuan untuk

memahami mekanisme penjaminan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah yang akhirnya mampu

mendorong peningkatan volume pembiayaan indus-

try khususnya bagi sektor usaha mikro-kecil.

Sedangkan kajian Sekuritisasi Aset Berdasarkan

Prinsip Syariah pada dasarnya bertujuan memahami

mekanisme sekuritisasi asset menggunakan perspektif

syariah, dimana pada akhirnya diharapkan hasil kajian

ini mampu memberikan wawasan yang mendorong
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pengayaan produk jasa perbankan syariah nasional.

Salah satu permasalahan utama pengembangan

produk jasa keuangan syariah dan penghambat

masuknya investor asing dalam industri keuangan

syariah nasional adalah masih belum kuatnya

landasan hukum yang mengatur mengenai per-

pajakan dalam industri keuangan syariah. Bagi

transaksi bank syariah berbasis murabahah dan yang

mempersyaratkan adanya transfer kepemilikan,

masih terdapat selisih pendapat antara pelaku

keuangan syariah dengan otoritas perpajakan. Terkait

hal ini, upaya-upaya intensif yang ditujukan untuk

mendorong penyelesaian amandemen Undang-

Undang Pajak khususnya ketentuan mengenai Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) terus dilakukan. Penye-

lesaian UU Pajak ini masih terus diupayakan dan

tengah dibahas di DPR.

Upaya lain yang saat ini juga sedang dilakukan

adalah mendorong penyelesaian RUU Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Keberadaan SBSN ini diyakini

akan semakin memacu pertumbuhan perbankan

syariah nasional karena dapat semakin memperlancar

pengelolaan likuiditasnya. Keberadaan SBSN akan

memperkaya alternatif penyaluran pembiayaan

perbankan syariah. Sementara itu, RUU Perbankan

Syariah masih belum dapat dikeluarkan dalam tahun

laporan, terkait dengan masih belum selesainya

pembahasan draft RUU dimaksud antara DPR dengan

pemerintah. Diharapkan dengan dikeluarkannya ke

2 UU ini akan dapat memperkuat landasan hukum

untuk pengaturan dan pengembangan perbankan

syariah nasional di masa yang akan datang.

Sebagai salah satu langkah strategis dalam

mendorong perkembangan perbankan nasional

melalui program akselerasi adalah dilaksanakannya

program-program promosi perbankan syariah kepada

masyarakat luas. Salah satu program tersebut adalah

diperkenalkan dan dikampanyekannya Logo industri

perbankan syariah yaitu iB. Pada tanggal 2 Juli 2007

Gubernur Bank Indonesia telah meresmikan peng-

gunaan iB (ai-bi) sebagai logo atau penanda industri

perbankan syariah di Indonesia. Secara bertahap,

seluruh bank syariah akan memasang logo ini di

kantor-kantor, loket, mesin ATM, kartu dan pada

seluruh tampilan visual produk dan jasa bank syariah.

Dengan adanya logo tersebut, diharapkan semakin

mudah bagi masyarakat untuk mengenali adanya

layanan perbankan syariah di manapun mereka

berada. Masyarakat tinggal mencari tanda iB (dibaca

ai-bi) yang sederhana namun eye-catching di bank-

bank terkemuka di seluruh Indonesia. Dengan melihat

adanya tanda iB di bank-bank, maka masyarakat

langsung dapat mengenali bahwa bank tersebut

menyediakan ragam produk dan jasa perbankan

syariah.

Pemeliharaan Stabilitas Sistem dan
Kemanfaatan bagi Perekonomian

Sasaran pelaksanaan kebijakan perbankan

syariah yang mendorong terciptanya stabilitas sistem

serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat

luas adalah: (i) terwujudnya safety-net keuangan

syariah yang merupakan kesatuan dengan konsep

operasional perbankan yang berhati-hati; (ii) ter-

capainya tingkat pemahaman masyarakat yang tepat

mengenai fungsi, peran dan kedudukan bank syariah

dalam masyarakat; (iii) tercapainya porsi pembiayaan

berbasis bagi hasil secara signifikan; dan (iv) berdirinya

pusat-pusat penelitian, pendidikan dan pengem-

bangan ekonomi dan perbankan syariah yang dapat

mendukung kebijakan secara makro.

Sebagaimana dimaklumi bahwa lembaga dan

instrumen dasar yang diperlukan guna mendukung

financial safety net industri perbankan syariah telah

dikembangkan sejak beberapa tahun terakhir, yang

mencakup keikutsertaan bank syariah dalam skim

penjaminan simpanan oleh LPS, tersedianya pasar dan

instrumen keuangan untuk pengelolaan dan menga-

tasi permasahan likuiditas jangka pendek bank syariah

yang mencakup pasar uang antar bank berdasarkan
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prinsip syariah (PUAS), fasilitas likuiditas intrahari (FLI)

berdasarkan prinsip syariah, serta instrumen yang

berkaitan dengan fungsi the lender of last resort, yaitu

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank

Syariah (FPJPS).

Sebagai upaya mendukung penciptaan stabilitas

sistem dan pemaksimalan kemanfaatan bagi pere-

konomian, pada tahun 2007 dilaksanakan linkage

program dalam bentuk pemberdayaan usaha mikro

dan kecil. Mengingat karakteristik sisi pembiayaan

bank syariah yang berinteraksi langsung dengan

sektor riil dan begitu dominannya usaha mikro kecil

sebagai nasabah bank syariah, maka bentuk

pelaksanaan linkage program berupa pembinaan

kepada pendamping usaha mikro kecil dan pengurus

bank syariah menjadi penting dilakukan. Pelaksanaan

linkage program ini melibatkan bank syariah dan

lembaga pendukung seperti lembaga pengelola dana

sosial serta pemerintah daerah yang memiliki divisi

pemberdayaan usaha mikro kecil atau masyarakat

kecil.

Berdasarkan hasil pilot proyek linkage program

pada tahun 2006 di Bandung diketahui bahwa ter-

dapat korelasi positif antara pembinaan dengan

kinerja usaha nasabah dan hubungan nasabah dan

bank syariah sepatutnya menggunakan pendekatan

pembinaan yang berkesinambungan, baik pada aspek

keahlian usaha maupun peningkatan spiritualitas.

Dengan berbekal hasil tersebut, pada tahun 2007

dilakukan replikasi linkage program di kota Cilegon

dan Yogyakarta. Pelaksanaan linkage program di

Cilegon bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM)

Pemerintah Kota Cilegon dan PT. Krakatau Steel,

sementara di Yogyakarta pelaksanaan program

tersebut bekerjasama dengan P3EI Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta. Berdasarkan respon yang

sangat positif dari penyelenggaraan replikasi linkage

program di dua kota tadi, diharapkan linkage program

berupa program pembinaan baik kepada pendamping

usaha mikro kecil maupun pengurus bank syariah,

dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dalam

ruang lingkup yang lebih luas.

Selain itu, Bank Indonesia secara intensif me-

lakukan upaya edukasi publik untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat terkait fungsi, kemanfaatan,

peran dan kedudukan perbankan syariah nasional.

Edukasi publik tersebut dilaksanakan melalui berbagai

saluran komunikasi dengan memperhatikan efesiensi

dan efektivitas penyampaian pesan, baik secara

langsung maupun bekerjasama dengan lembaga-

lembaga terkait.  Kegiatan edukasi publik yang efektif

memiliki dua tujuan yang saling berkaitan, pertama

menciptakan basis nasabah dan investor perbankan

syariah yang memahami secara baik esensi dari sistem

perbankan syariah dan perbedaannya dengan

perbankan konvensional sehingga akan lebih

konsisten dan rasional dalam bertindak menghadapi

berbagai informasi dan perkembangan yang dihadapi

oleh industri perbankan syariah; dan kedua men-

dorong pertumbuhan jumlah nasabah secara berke-

sinambungan dengan lebih cepat. Pada tahun 2007,

telah dilaksanakan 65 kali kegiatan sosialisasi dan

edukasi publik dalam berbagai bentuk kegiatan

termasuk seminar, workshop, training dan kegiatan

interaktif melalui media elektronik.

Melanjutkan apa yang telah dilakukan tahun

lalu, pada tahun 2007 juga dilaksanakan program-

program penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi

dan keuangan syariah dengan pusat-pusat pendidikan

dan penelitian yang memiliki minat dalam pengem-

bangan ekonomi dan perbankan syariah dalam bentuk

penyusunan buku teks ekonomi syariah dan riset

perbankan syariah lainnya. Target utama dari pro-

gram ini adalah tersebar dan berkembangnya ilmu

ekonomi syariah, sehingga pada saatnya dapat

memberikan manfaat pada program pengembangan

industri perbankan syariah dan pengembangan

kebijakan ekonomi makro. Berdirinya pusat-pusat

penelitian, pendidikan dan pengembangan ekonomi
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dan perbankan syariah dalam jangka panjang akan

dapat mendukung kebijakan secara makro dan

keterlibatan berbagai lembaga riset untuk turut

berkonstribusi mengembangkan produk dan sistem

perbankan syraiah secara sistematis. Dan yang pasti

upaya ini juga tentu akan mendukung program-pro-

gram yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan

sumberdaya insani perbankan syariah, baik kualitas

maupun kuantitasnya.

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Insani

Peningkatan sumber daya insani dalam kuantitas

dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan

tuntutan perkembangan dimasa datang, menjadi

keharusan dalam pengembangan industri perbankan

syariah yang masih muda ini. Kebutuhan terhadap

sumber daya insani tersebut tersebar pada berbagai

tingkatan dan lembaga, mulai dari bank syariah itu

sendiri, pelaku pasar uang dan pasar modal,  berbagai

lembaga penunjang termasuk lembaga pendidikan

dan riset, serta lembaga otoritas seperti Bank Indo-

nesia. Disamping itu, kebutuhan sumberdaya insani

juga tergantung pada semakin meningkatnya inovasi

produk dalam industri,  kompleksitas kegiatan usaha

yang menuntut penguasaan manajemen risiko yang

baik, tuntutan pengguna jasa akan kualitas layanan

jasa perbankan syariah.

Sehubungan dengan hal itu, sejumlah program

strategis telah dilaksanakan sepanjang tahun 2007

sebagai bagian dari inisiatif jangka panjang untuk

mendorong tersedianya sumber daya insani di bidang

perbankan syariah baik jumlah maupun mutu yang

sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa depan.

Beberapa program pengembangan sumber daya insani

perbankan syariah yang telah dilaksanakan dalam

tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program sertifikasi bagi direksi BPR

Syariah

Untuk meningkatkan dan mendapatkan standar

minimal kapasitas dan kemampuan sumber daya

insani yang saat ini terlibat dalam operasional

perbankan syariah khususnya BPR Syariah, sejak

tahun 2006 dilaksanakan program sertifikasi bagi

direksi BPR Syariah. Tahun 2007 ini pelaksanaan

program sertifikasi tersebut sekaligus uji kom-

petensinya dilakukan bekerjasama dengan

Lembaga Standar Profesi Lembaga Keuangan

Mikro (LSP LKM) CERTIF, dan Lembaga Pengem-

bangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pelaksanaan

program ini juga merupakan tindak lanjut dari

PBI No. 8/25/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa

selambatnya tanggal 31 Desember 2007 satu

orang direktur dan 31 Desember 2008 seluruh

direktur BPR Syariah wajib memiliki sertifikat

kelulusan dari lembaga sertifikasi. Dari program

pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi sepanjang

tahun 2007 yang dilaksanakan untuk dua

angkatan dengan peserta 53 direktur BPR Syariah,

sehingga sejak tahun 2006 jumlah direktur BPR

Syariah yang telah lulus sertifikasi sebanyak 133

direktur dari 101 BPR Syariah yang ada. Program

ini akan terus dilaksanakan hingga seluruh

direktur BPR Syariah tersertifikasi.

2. Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pegawai Bank

Konvensional Yang Akan Membuka Pelayanan

Syariah

Guna mengantisipasi kebutuhan pegawai bank

yang memahami kegiatan operasional perbankan

syariah, khususnya terkait dengan kebijakan

perluasan layanan syariah di kantor-kantor cabang

bank konvensional yang memiliki UUS sebagai

konsekuensi diberlakukannya ketentuan PBI No.

9/7/PBI/2007, telah diseleng-garakan pelatihan

dasar perbankan syariah bagi para pegawai bank

konvensional. Pelatihan tersebut diselenggarakan

atas kerjasama antara Bank Indonesia dengan

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

(LPPI) dan pada tahun 2007 telah dilaksanakan
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sebanyak 7 angkatan dengan jumlah peserta

sebanyak 280 orang. Selain pelatihan dasar

perbankan syariah kepada para pegawai bank

konvensional tersebut, dalam kerjasama antara

Bank Indonesia dengan LPPI dimaksud juga telah

diselenggarakan pembekalan kepada 40 orang

pimpinan bank konvensional dalam bentuk one

day overview syariah banking program.

3. Pelaksanaan Pelatihan Nasional Perbankan

Syariah bagi Ulama

Pesatnya perkembangan industri perbankan

syariah dari sisi kelembagaan berimplikasi pada

kebutuhan akan dukungan dari kalangan alim

ulama yang tidak hanya memiliki pengetahuan

tentang fikih muamalah tetapi juga pengetahuan

teknis operasional perbankan syariah. Menyikapi

hal ini Bank Indonesia bekerjasama dengan LPPI

menyelenggarakan pelatihan perbankan syariah

kepada para ulama dari beberapa organisasi

massa di wilayah DKI Jakarta, diantaranya

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Ikatan Da’I

Indonesia (IKADI).

4. Pengembangan Program Pengajaran dan Minat

Penelitian di Bidang Perbankan Syariah

Disadari bahwa penyediaan sumber daya insani

bagi industri perbankan syariah sangat tergantung

pada sistem pendidikan nasional, maka Bank In-

donesia juga aktif dalam program edukasi khusus

bagi kalangan pendidik dan akademisi. Bentuk

dukungan pada program edukasi tersebut

diantaranya berupa penyelenggaraan Training for

Trainers (TOT) perbankan syariah bagi guru dan

dosen serta penyediaan literature tentang

ekonomi/keuangan/perbankan syariah.

Antusiasme di dunia pendidikan, khususnya

kalangan perguruan tinggi, direspon oleh BI

dengan berinisiatif menyusun buku teks ekonomi

Islam. Penyusunan buku teks ini sudah dimulai

pada tahun 2004 bekerjasama dengan P3EI Uni-

versitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada tahun

2007, penyusunan buku tersebut selesai dilakukan

serta telah dicetak dan disosialisasikan. Buku ini

diharapkan mampu menjadi inspirasi dan pemicu

munculnya buku teks lain yang akan semakin

memperkaya khasanah pengetahuan tentang

ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

Selain itu pelaksanaan riset bersama dengan

perguruan tinggi juga terus dilakukan dengan

tujuan meningkatkan kontribusi lembaga riset dan

perguruan tinggi untuk memberikan masukan

dalam penyusunan kebijakan dan pengaturan

perbankan syariah, serta menumbuhkembang-

kan minat dan kompetensi peneliti perguruan

tinggi di bidang ekonomi, keuangan dan

perbankan syariah.

Disamping program-program tersebut di atas,

sepanjang tahun 2007 telah dilaksanakan 65 kali pro-

gram edukasi publik berupa seminar, lokakarya dan

pelatihan intensif kepada masyarakat luas. Program

ini sebagian besar dilaksanakan atas dasar permintaan

masyarakat yang menunjukkan antusiasme,

semangat dan keingintahuan masyarakat yang sangat

besar terhadap pengetahuan dan praktek ekonomi

syariah.

Dari sisi internal Bank Indonesia, upaya pengem-

bangan pengetahuan, kompetensi pada berbagai

bidang baik dibidang penelitian dan pelaksanaan

pengawasan bank syariah secara konsisten terus

dilaksanakan.  Dibidang kompetensi penelitian, selain

secara aktif dilaksanakan transfer pengetahuan antar

personil peneliti juga dilaksanakan berbagai diskusi

dan pembahasan hasil-hasil penelitian dengan tenaga

ahli baik dari pelaku perbankan syariah maupun

akademisi. Upaya peningkatan pengetahuan tentang

perkembangan terakhir dibidang riset dan penga-

wasan perbankan syariah juga dilakukan melalui

berbagai keikutsertaan staf Bank Indonesia pada

seminar dan workshop yang diselenggarakan berbagai

lembaga, khususnya IDB, IFSB, IIFM dan AAOIFI.
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Sementara itu, upaya peningkatan kompetensi

pengawas bank syariah dilakukan melalui program

pelatihan up-grading pengawas bank khususnya

pengawas bank yang berasal dari Bank Indonesia di

daerah (KBI). Disamping itu, pelatihan dasar perbankan

syariah juga diselenggarakan bagi seluruh pegawai

Bank Indonesia dari berbagai satuan kerja dengan

tujuan memberikan pengetahuan perbankan syariah.

Pada tahun 2007, pelaksanaan pelatihan dasar

perbankan syariah diselenggarakan sebanyak 4

angkatan.

Pemberdayaan Fungsi Sosial Bank Syariah
(Voluntary Sector) Secara Optimal

Karakteristik unik yang dimiliki bank syariah

salah satunya adalah peranannya dalam  mendukung

sektor sosial disamping fungsi utamanya sebagai

lembaga komersial. Selain menyalurkan pembiayaan

ke berbagai sektor usaha, bank syariah juga dapat

mengumpulkan dana-dana sosial Islam seperti zakat,

infak dan sedekah serta menyalurkannya kembali

kepada yang berhak (mustahik) bekerjasama dengan

lembaga-lembaga pengelola dana sosial. Dengan

demikian keberadaan bank syariah juga memper-

lancar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

khususnya masyarakat golongan bawah yang

umumnya berusaha di sektor mikro-kecil atau infor-

mal. Dengan mekanisme operasionalnya dan

kemampuan informasi teknologi yang dimiliki bank

syariah, proses pengumpulan dan pendistribusian

dana-dana sosial dilakukan semakin efisien, cepat

dan akurat. Dalam rangka memaksimalkan penge-

lolaan dana sosial, beberapa bank syariah telah

membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bank syariah yang tidak

memiliki UPZ atau LAZ melakukan kerja sama

dengan lembaga pengelola zakat yang telah mapan

seperti Dompet Dhuafa Republika, Pos Keadilan

Peduli Ummat (PKPU) dan Rumah Zakat Indonesia.

Dana sosial yang dikelola perbankan syariah

berasal dari dua sumber, yaitu dana sosial yang

berasal dari zakat, infak dan sedekah serta dana sosial

yang berasal dari penerimaan operasi yang disebut

dana qardh. Pengelolaan dana sosial perbankan

syariah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Pengelolaan dana sosial mengalami peningkatan

sebesar 46% dari Rp27,5 miliar pada tahun 2006

menjadi Rp40,1 miliar pada akhir tahun 2007. Peng-

gunaan dana sosial baik berupa tunjangan kebutuhan

dasar dari dana zakat, pinjaman usaha dan

sumbangan dari dana qardh bagi masyarakat

golongan bawah juga mengalami peningkatan. Data

yang ada menunjukkan bahwa peningkatan

penyaluran dana sosial lebih tinggi daripada pening-

katan pengumpulannya, hal ini menunjukkan bahwa

selama tahun 2007 tidak terlihat kecenderungan

penumpukan dana sosial pada perbankan syariah.

Disamping itu, kecenderungan positif juga

terlihat pada peningkatan porsi dana zakat yang

berasal dari nasabah dibandingkan dengan porsi dana

zakat yang berasal dari internal bank syariah, yaitu

dari 40,8% pada tahun 2006 menjadi 43,3%. Hal ini

dapat diartikan sebagai peningkatan kepercayaan

nasabah kepada perbankan syariah dalam penge-

lolaan dana zakat mereka. Diharapkan pada tahun

mendatang pengelolaan dana zakat oleh perbankan

syariah akan semakin meningkat, terutama jika dana-

dana zakat yang selama ini dihimpun oleh bank

umum konvensional juga dalam penyalurannya

dilakukan melalui bank syariah. Upaya peningkatan

peran sosial bank syariah sepatutnya diusahakan

semaksimal mungkin pada pengumpulan dana dari

nasabah-nasabah bank syariah, mengingat masih

kecilnya porsi dana zakat dari nasabah. Untuk meng-

optimalkan pengelolaan (pengumpulan dan

pendistribusian) dana zakat oleh bank, sepatutnya

hanya dilakukan melalui bank syariah, karena hingga

saat ini masih banyak juga akumulasi dana zakat yang

masih berada di bank-bank konvensional. Selain itu,
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semakin besar size industri perbankan syariah tentu

akan semakin memperbesar kemampuan perbankan

syariah dalam mengelola dana zakat. Pada akhirnya,

kemampuan pengelolaan dana sosial termasuk zakat

yang semakin besar akan semakin luas juga masya-

rakat yang dapat merasakan kemanfaatan keberada-

an perbankan syariah dalam perbankan nasional.

Dalam rangka peningkatan kemanfaatan fungsi

sosial bank syariah secara kolektif atau industri, pada

tahun 2007, telah dilakukan koordinasi untuk melak-

sanakan program-program sosial untuk membantu

korban bencana alam dibeberapa daerah. Pelak-

sanaan fungsi sosial bank syariah secara kolektif

tersebut dikoordinasikan oleh BAZNAS di bawah

payung program Perbankan Syariah Peduli Umat

(PSPU), dengan tujuan memaksimalkan fungsi sosial

bank-bank syariah melalui pengelolaan dana sosial

Islam. Program ini diharapkan juga mampu mening-

katkan industry image atau reputasi industri perbankan

syariah, dimana industri ini tidak hanya mengedepan-

kan kepentingan keuntungan individual perusahaan.

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Metode Pengawasan dan Pembinaan

Pendekatan pengawasan bank syariah meng-

gunakan pola terpadu (dedicated team) yang

mengintegrasikan pengawasan tidak langsung (off-

site supervision) dan pengawasan langsung atau

pemeriksaan lapangan (on-site supervision) dan

mengadopsi pendekatan pengawasan bank berbasis

risiko (Risk Based Supervision-RBS) yang lebih mem-

fokuskan pengawasan pada aktivitas fungsional yang

berisiko tinggi dan berorientasi ke depan (forward

looking).  Dengan pola dedicated team, maka suatu

tim pengawasan akan bertanggung jawab penuh atas

seluruh fungsi pengawasan, sehingga dinilai lebih

memadai untuk mendukung implementasi sistem

pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan pengawasan tidak langsung (off-site

supervision) dilakukan dengan cara menganalisis

laporan/informasi yang disampaikan oleh bank baik

laporan/informasi yang bersifat rutin maupun yang

tidak rutin yang di dalamnya termasuk melakukan

pengukuran berbagai jenis risiko usaha bank baik

secara kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan ini

bertujuan untuk mengetahui gambaran atau kondisi

usaha bank secara keseluruhan dan mengetahui

secara dini permasalahan atau potensi risiko yang ada

pada bank termasuk menilai kepatuhan bank

terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pengawas

dapat secara dini meminta komitmen bank untuk

menentukan langkah-langkah mitigasi risiko. Hasil dari

pengawasan tidak langsung tersebut selanjutnya

dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan

cakupan pemeriksaan bank. Tujuan pemeriksaan

bank (on-site supervision) adalah untuk memperoleh

gambaran menyeluruh secara langsung mengenai

perkembangan usaha bank, meyakini kebenaran

laporan keuangan bank yang disampaikan, me-

mastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang

berlaku serta untuk mengetahui kendala yang dapat

mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan

usaha bank.

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

Pengawasan dan Pemeriksaan

Sesuai dengan amanat undang-undang dan

rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun,

selama tahun 2007 telah dilakukan pemeriksaan baik

yang bersifat umum maupun khusus terhadap seluruh

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR

Syariah. Realisasi pemeriksaan tersebut secara kese-

luruhan sesuai dengan jadual yang direncanakan.

Pemeriksaan umum dilakukan untuk menilai kepatuh-

an bank terhadap ketentuan yang berlaku baik

ketentuan intern bank maupun ketentuan yang

dikeluarkan oleh pihak ekstern (Pemerintah dan Bank

Indonesia) dalam setiap aspek operasional bank
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termasuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemeriksaan khusus dilakukan apabila dalam proses

pengawasan tidak langsung (off-site supervision)

ditemukan adanya potensi risiko yang secara mate-

rial akan berdampak terhadap operasional bank

secara keseluruhan atau terdapat hal-hal yang

memerlukan tindak lanjut untuk mendukung kualitas

hasil pengawasan.

Bank Indonesia melaksanakan tugas penga-

wasan untuk mencapai sasaran berupa terciptanya

sistem perbankan yang sehat dan efektif. Berdasarkan

hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah

dilakukan, diperoleh gambaran bahwa secara umum

perbankan syariah menunjukkan perkembangan

yang cukup menggembirakan dengan tetap mene-

rapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini antara lain

tercermin dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank

yang menggambarkan kondisi bank secara kese-

luruhan baik menyangkut aspek finansial maupun

manajemen dan penilaian profil risiko bank. Dari hasil

pengawasan pada tahun 2007, seluruh bank umum

syariah memiliki predikat tingkat kesehatan yang

tergolong Sehat dengan profil risiko yang tergolong

moderat. Risiko yang paling mempengaruhi profil

bank secara keseluruhan adalah Risiko Kredit, Ope-

rasional dan Kepatuhan. Di samping itu Bank Umum

Syariah terus berupaya untuk tetap menerapkan

prinsip kehati-hatian khususnya dalam menyalurkan

pembiayaan, sehingga selama tahun 2007 tidak

terjadi pelanggaran BMPK dan senantiasa menjaga

tingkat kecukupan permodalan (CAR) di atas

ketentuan minimal yang diwajibkan.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan

pemberdayaan nasabah, Bank Indonesia telah me-

nerbitkan ketentuan tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah yang mengatur tentang mekanisme

hubungan antara nasabah dengan bank. Ketentuan

ini dikeluarkan mengingat cukup banyak terjadi dis-

pute antara bank dengan nasabah. Proses pengawas-

an yang dilakukan Bank Indonesia terhadap pengaduan

nasabah dan penyelesaiannya dilakukan baik dari

segi kuantitas maupun kualitas. Dalam tahun 2007,

jenis pengaduan nasabah sebagian besar berkaitan

dengan Sistem Pembayaran/ATM khususnya gangguan/

kerusakan ATM/Payment Point. Pengaduan yang

berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran

dana, meskipun dari segi kuantitas relatif tidak banyak

namun pada umumnya memiliki bobot kualitas tinggi

yang pada umumnya diakibatkan oleh kekurang-

pahaman nasabah atas sifat transaksi di perbankan

syariah. Dari seluruh pengaduan nasabah yang

diterima perbankan syariah selama tahun 2007 pada

umumnya telah berhasil diselesaikan dengan tingkat

penyelesaian mencapai lebih dari 95%.

Pengawasan bank yang efektif dengan meng-

adopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko

tentunya memerlukan dukungan teknologi informasi

yang memadai. Upaya pengembangan teknologi

informasi secara berkesinambungan yang akan

mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bank

terus dilakukan selama tahun 2007. Setelah aplikasi

Pengelolaan Laporan Bank Umum Syariah dan

aplikasi Pengelolaan Laporan Bulanan BPR Syariah

secara on-line diimplementasikan masing-masing

pada tahun 2005 dan 2006, maka untuk meningkat-

kan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan,

dalam tahun 2007 upaya pengembangan dan

penyempurnaan SIMWAS Syariah khususnya modul

TKS baik untuk BPRS maupun BUS/UUS terus dilaku-

kan. Pada akhir tahun 2007 modul TKS tersebut telah

mencapai tahap implementasi dan akan diaplikasikan

pada bulan Januari 2008 sejalan dengan diberlakukan-

nya ketentuan yang baru mengenai penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Syariah terhitung mulai laporan bank

posisi Desember 2007. Modul yang terkandung dalam

SIMWAS Syariah baru mencakup penilaian tingkat

kesehatan (TKS), sedangkan modul risk profile akan

mulai dikembangkan pada tahun 2008.

Di samping itu sejalan dengan pesatnya

pertumbuhan perbankan syariah nasional dengan
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kompleksitas yang semakin meningkat, maka

kebutuhan akan informasi yang lengkap, akurat dan

dapat dipercaya mengenai berbagai kegiatan usaha

perbankan syariah juga semakin meningkat. Dalam

kondisi tersebut kelangsungan usaha bank yang sehat

ditentukan oleh praktek tata kelola yang sehat (good

corporate governance-GCG) yang di dalamnya men-

cakup tersedianya laporan keuangan perbankan yang

berkualitas. Dengan diberlakukannya ketentuan

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank

umum pada tahun 2007, telah dilakukan pengawasan

atas penerapan ketentuan dimaksud. Berdasarkan

hasil penelitian/pemeriksaan terhadap 3 Bank Umum

Syariah (BUS) pada tahun 2007, diketahui bahwa

ketiga BUS tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip

GCG sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

Indonesia antara lain telah memiliki komite audit,

komite pemantau risiko dan komite charter, serta telah

menjalankan fungsinya dengan memadai sehingga

dinilai memiliki predikat GCG “tata kelola yang

memadai”.

Dari aspek pengawasan terhadap pelaksanaan

prinsip syariah, Bank Indonesia telah mewajibkan

Dewan Pengawas Syariah untuk menyampaikan

laporan pelaksanaan pengawasan bank syariah setiap

semester kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah

Nasional. Berdasarkan pengawasan selama tahun

2007, diketahui bahwa DPS telah melaksanakan

ketentuan dimaksud.

PERIZINAN BANK SYARIAH

Pengembangan perbankan syariah diarahkan

untuk mendorong terciptanya bank syariah yang

sehat, efisien dan berdaya saing, dan konsisten men-

jalankan prinsip syariah. Untuk mewujudkan tujuan

tersebut maka selain melakukan pengaturan dan

pengawasan bank yang efektif, Bank Indonesia juga

melaksanakan fungsi perizinan dengan lingkup

perizinan kelembagaan, perizinan pemilik, pengurus

(meliputi direksi dan komisaris) dan dewan pengawas

syariah, dan perizinan produk baru. Pelaksanaan

proses perizinan yang efektif dan transparan sangat

penting karena kualitas pemain yang terlibat dalam

industri perbankan syariah, baik pada level institusi

maupun individu pengelola bank syariah sangat

mempengaruhi kinerja dan stabilitas industri secara

menyeluruh. Secara prinsip, kegiatan perizinan selain

untuk memastikan kondisi minimum yang harus

dipenuhi, termasuk kondisi permodalan dan kualitas

manajemen, juga untuk memastikan bahwa pelaku

perbankan syariah memiliki kompetensi dan profe-

sionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi perizinan menjadi tugas terdepan dalam

proses entry bagi pelaku perbankan syariah. Pada satu

sisi memerlukan konsistensi dan ketegasan dalam

penerapan aturan dan standar minimum, karena

tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas

operasional dan pelayanan bank syariah termasuk

keinginan untuk meminimumkan risiko terjadinya

kegagalan usaha. Pada sisi yang lain kegiatan per-

izinan perbankan syariah dituntut untuk dapat

memenuhi kecepatan pelayanan, transparansi proses,

dan kemudahan yang sejalan dengan semangat untuk

mendorong pertumbuhan perbankan syariah ke

wilayah-wilayah yang potensial dan tersedianya

produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar

dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan pada

prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, penyelesaian

proses perizinan bank syariah secara tepat waktu telah

menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran

kinerja Bank Indonesia pada tahun 2007. Secara

umum proses perizinan bank syariah selama tahun

2007 oleh Bank Indonesia dapat diselesaikan lebih

cepat dari waktu yang ditetapkan dalam ketentuan

yang berlaku dengan tingkat indeks pencapaian

57,44 dari nilai tertinggi 100. Hal ini  berarti  secara

keseluruhan penyelesaian proses perizinan lebih cepat

dari batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan
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(indeks 100 menunjukan kecepatan proses yang

sama dengan batas maksimum waktu perizinan

dalam ketentuan yang berlaku, indeks yang lebih kecil

menunjukan proses penyelesaian yang lebih cepat).

Sebagai suatu industri yang baru berkembang

dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat, telah

terjadi kecenderungan semakin meningkatnya minat

pelaku perbankan untuk masuk kedalam industri

perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan ber-

tumbuhnya bank-bank baru yang masuk kedalam

industri perbankan syariah  selama tahun 2007. Pada

tahun 2007, Bank Indonesia telah mengeluarkan 6

(enam) izin usaha pembukaan unit usaha syariah

baru, 8 (delapan) izin usaha pendirian BPR Syariah, 1

(satu) izin konversi BPR konvensional menjadi BPR

Syariah, serta 2 (dua) izin pembukaan Kantor

Perwakilan dari Bank Syariah yang berkedudukan di

luar negeri.

Dari sisi pengembangan jaringan kantor, sebagai

upaya untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan

layanan syariah, Bank Indonesia telah melakukan

perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia No.8/

3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan

Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum

Konvensional, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan

Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007.

Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan lebih

banyak kemudahan bagi unit usaha syariah untuk

memperluas jaringan kantor syariah melalui pem-

bukaan layanan syariah terutama dari aspek kegiatan

yang dapat dilakukan dan lokasi pembukaan layanan

syariah. Kegiatan dari suatu layanan syariah tidak lagi

terbatas hanya pada penghimpunan dana melainkan

dapat juga melakukan kegiatan pembiayaan dan

pemberian jasa perbankan lainnya. Layanan syariah

juga tidak hanya dapat dibuka dalam satu wilayah

kerja Kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang

Syariah induknya melainkan dapat pula dibuka di

satu wilayah propinsi yang sama dengan kantor

cabang Syariah induknya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indo-

nesia No.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 maka

strategi pengembangan jaringan kantor bank syariah

oleh unit usaha syariah pada tahun 2007 telah

mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan dimungkinkannya layanan syariah untuk

melakukan kegiatan pembiayaan dan pemberian jasa

perbankan lainnya, selain penghimpunan dana, maka

strategi pengembangan jaringan kantor unit usaha

syariah terlihat lebih menitikberatkan pada mem-

perluas pembukaan layanan syariah di kantor-kantor

konvensionalnya daripada melakukan pembukaan

kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang

mengingat dari sisi biaya pembukaan layanan syariah

dapat lebih efisien. Bahkan terdapat pula unit usaha

syariah yang melakukan penutupan kantor cabang

pembantu syariah untuk kemudian digantikan dengan

membuka layanan syariah. Hal ini tercermin dari

jumlah pembukaan kantor cabang syariah oleh unit

usaha syariah pada tahun 2007 yang relatif hampir

sama dibandingkan tahun 2006 dan jumlah pem-

bukaan kantor di bawah kantor cabang syariah oleh

unit usaha syariah pada tahun 2007 yang mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu

dari 54 pembukaan kantor menjadi 42 pembukaan

kantor. Adapun jumlah pembukaan layanan syariah

pada tahun 2007 adalah sejumlah 739 pembukaan

layanan syariah, meningkat 62,1% dibandingkan

jumlah pembukaan layanan syariah tahun 2006 yang

sebanyak 456 pembukaan.

  Dari sisi perizinan pemegang saham, pengurus

dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), selama tahun

2007 telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan

terhadap 80 calon pemegang saham baru, pengurus

dan anggota DPS bank syariah dengan hasil sebanyak

67 orang di antaranya dinyatakan lulus dalam uji
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kepatutan dan kelayakan. Titik berat penilaian

dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut

meliputi aspek integritas, kompetensi dan

kelayakan  keuangan. Sedangkan dari sisi

pelaksanaan perizinan produk baru, selama periode

laporan telah dilakukan proses dan pemberian izin

terhadap 27 produk perbankan syariah baru.

Tabel. 1.1  Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Kelembagaan,
Pengurus dan Produk Bank Syariah Tahun 2007

Jenis Perizinan Jumlah Izin Keterangan

Kelembagaan

1. Izin Pembukaan UUS 6 BPD DIY, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sumatera Barat,

BPD Jawa Timur, PT Bank Ekspor Indonesia,

PT Bank Lippo

2. Izin Usaha Pendirian BPRS Baru 8 Bumi Artha Sampang, Karya Mugi Sentosa, Jabal Nur,

Barokah Dana Sejahtera, Artha Amanah Ummat,

Mitra Amal Mulia, Madina Mandiri Sejahtera, Hidayah

3. Persetujuan Prinsip Pendirian BPRS Baru 9 Mitra Cahaya Indonesia, Mitra Juang, Formes, Dana
Amanah, Barokah Nawaitul Ikhlas, Syarikat Niaga

Madani, Renggali, Amal Mulia, Dana Mulia

4. Izin Perubahan Kegiatan Usaha dari 1 Sindanglaya Kotanopan
BPR Konvensional menjadi BPRS

5. Izin Pembukaan KCS 113
a.  KCS dari BUS

b.  KCS dari UUS

6. Izin Pembukaan Kantor dibawah KCS 42

7. Izin Pembukaan Layanan Syariah 739

8. Izin Akuisisi BPRS 2 BPRS Al Barokah dan BPRS Attaqwa Garuda Utama

9. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan 2 Albaraka Banking Group, Asian Finance Bank

Pengurus (Uji kepatutan dan kelayakan)
Pelaksanaan Fit and Proper Test calon pemegang 80 67 dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan
saham, pengurus, anggota DPS

Produk Bank

Perizinan Produk Baru 27
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BOKS 1.1. LOGO INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali layanan
perbankan syariah, pada tanggal 2 Juli 2007 Gubernur Bank Indo-
nesia telah meresmikan penggunaan iB (ai-bi) sebagai logo atau
penanda industri perbankan syariah di Indonesia.  Secara bertahap,
seluruh bank syariah akan memasang logo ini di kantor-kantor, loket,
mesin ATM, kartu dan pada seluruh tampilan visual produk dan
jasa bank syariah.

Dengan adanya logo tersebut, maka sekarang semakin mudah
masyarakat mengenali adanya layanan perbankan syariah di
manapun mereka berada. Masyarakat tinggal mencari tanda iB
(dibaca ai-bi) yang simple namun eye-catching di bank-bank
terkemuka di seluruh Indonesia.  Dengan melihat adanya tanda iB

di bank-bank, maka masyarakat langsung dapat mengenali bahwa bank tersebut menyediakan ragam
produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk mendapatkan values keadilan, transparansi, beretika,
keseimbangan, dan untuk kebaikan masyarakat semua.

Bagi perbankan syariah, pemasangan logo iB akan sangat membantu strategi komunikasi bank
syariah dalam mencitrakan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perbankan syariah yang
solid, terintegrasi dan tertata dengan baik dalam kerangka dual-banking system Arsitektur Perbankan
Indonesia serta kebijakan perekonomian nasional.

Logo iB mencerminkan kristalisasi nilai-nilai keseimbangan, keteraturan dan kesempurnaan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sepanjang perjalanan zaman, manusia sangat mengagumi
keteraturan semesta ciptaan Tuhan. Kemudian manusia berusaha menginterpretasi ke-Mahasempurna-
an disain dan rancangan tersebut melalui bentuk-bentuk geometris yang memadukan guratan seni dan
kecermatan ilmu pengetahuan. Pencarian terhadap kesempurnaan itu terartikulasi dalam beragam bentuk
geometris yang mencoba untuk menyerap aspek-aspek keseimbangan, keteraturan, presisi matematis
dan perubahan yang terus menerus menuju keparipurnaan.

♦ Warna biru sebagai warna yang diasosiasikan paling baik, melambangkan profesionalitas dan
integritas.

♦ Warna merah yang dinamis;

♦ Warna jingga sebagai warna yang hangat, mencerminkan pribadi yang ramah dan rendah hati,

♦ Warna hijau melambangkan pertumbuhan dan

♦ Warna putih mencerminkan sistem yang transparan dan bersih menganut prinsip-prinsip syariah.
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BAB 2

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

KONDISI UMUM

Tahun 2007 ditandai dengan diraihnya kembali

stabilitas makroekonomi yang diikuti dengan

pertumbuhan ekonomi yang untuk pertama kalinya

sejak krisis ekonomi Asia melebihi 6% per tahun.

Konsistensi dan keselarasan kebijakan Bank Indone-

sia dan pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi

berhasil mendorong terciptanya stabilitas inflasi yang

kemudian memberikan ruang yang cukup bagi Bank

Indonesia untuk kembali menurunkan BI rate

sebanyak 175 basis points ke level 8%. Seiring dengan

hal itu, berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan

pemerintah mendorong pertumbuhan yang lebih

berimbang antara sisi permintaan dan penawaran,

sebagaimana yang tercermin pada resiliensi penge-

luaran konsumsi yang diikuti oleh perkembangan

investasi yang menggembirakan antara lain tercermin

dari Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

yang melaju sebesar 8,4%. Sementara diversifikasi

sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi

semakin kuat sejalan dengan ekspansi di sektor-sektor

ekstraktif, perdagangan, telekomunikasi, transportasi,

utilitas, konstruksi, dan jasa-jasa. Kondisi sektor riil

tersebut memberikan indikasi awal yang cukup kuat

bahwa hambatan-hambatan struktural di sisi mikro

ekonomi (supply side constraints), yang membatasi

ekspansi perekonomian pada 2006 mulai dapat

diatasi.

Seiring dengan penurunan suku bunga dan

membaiknya kondisi sektor-sektor usaha, fungsi

intermediasi perbankan secara umum mengalami

peningkatan. Hal ini diindikasikan oleh pertumbuhan

jumlah kredit yang mencapai 25,5% (yoy), melampaui

target yang dicanangkan pada awal tahun sebesar

22%. Perkembangan tersebut memicu peningkatan

intensitas persaingan baik pada penghimpunan

maupun penyaluran dana, terlebih dalam kondisi

menguatnya kinerja pasar modal maupun lembaga

keuangan non bank yang merupakan alternatif

sumber pendanaan dan atau penempatan dana

masyarakat.

Ditengah intensitas persaingan yang meningkat

tersebut, perbankan syariah secara konsisten mampu

memperlihatkan efektivitasnya dalam pelaksanaan

fungsi intermediasi sebagaimana diindikasikan oleh

pertumbuhan pembiayaan yang relatif lebih tinggi

dibandingkan perbankan nasional, serta rasio pem-

biayaan terhadap dana pihak ketiga yang mencapai

(FDR) 99,8%. Indikasi tersebut diperkuat dengan

kebijakan penyaluran dana yang menempatkan

pembiayaan pada proporsi yang jauh lebih tinggi

(82,6%) dibandingkan proporsi instrumen likuid

seperti sertifikat wadiah BI dan penempatan pada bank

lain (12,6%) dalam portfolio aktiva produktif, yang

menunjukkan keberpihakan perbankan syariah yang

tinggi pada pemenuhan kebutuhan pembiayaan

sektor riil.

Sepanjang 2007, akses masyarakat terhadap

manfaat (value) yang ditawarkan produk dan atau

layanan perbankan syariah juga terus meningkat.

Jaringan operasional perbankan syariah kini telah

menjangkau nasabah di setidaknya 74 kabupaten/

kota di 32 propinsi. Selain itu, jumlah rekening

nasabah pendanaan meningkat hingga mencapai 2,8

juta rekening dari posisi tahun 2006 sebesar 2 juta

rekening. Kemanfaatan yang diberikan perbankan

syariah semakin ditegaskan oleh kebijakan pengem-

bangan pasar yang berorientasi kepada segmen
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ekonomi mayoritas di masyarakat, yaitu sektor usaha

kecil dan menengah. Pertumbuhan pembiayaan yang

diberikan kepada kelompok usaha kecil dan me-

nengah (UKM) mencapai 35,7% (yoy), meningkat

dibandingkan tahun 2006 sebesar 32,8% (yoy),

sehingga kelompok nasabah UKM memiliki pangsa

68,2% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan

bank syariah.

Disamping produk dan layanan yang bersifat

komersial, perbankan syariah juga melaksanakan

fungsi sosial melalui aktivitas penghimpunan dan

penyaluran dana sosial (zakat, infaq, sadaqah dan

hibah) dan dana kebajikan/qardh. Pada tahun 2007

dana sosial dan qardh yang disalurkan perbankan

syariah baik disalurkan sendiri maupun disalurkan

melalui lembaga amil zakat mencapai Rp16,8 milyar

atau tumbuh sebesar 28,0% dari tahun sebelumnya.

Adapun total dana sosial dan qardh yang dikelola

perbankan syariah pada periode laporan telah

mencapai Rp40,1 milyar.

Kinerja keuangan perbankan syariah juga

menunjukkan peningkatan sejalan dengan mem-

baiknya kondisi perekonomian, ditandai laju ekspansi

volume usaha yang mencapai 36,7% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2006

(28,0%). Peningkatan volume usaha tersebut

didukung oleh strategi perluasan jaringan layanan

yang cukup ekspansif antara lain dengan meman-

faatkan jaringan kantor bank konvensional sehingga

memperkuat kemampuan perbankan syariah meng-

akses sumber-sumber pendanaan, sebagaimana

tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang

mencapai 35,5% (yoy). Aktiva produktif, khususnya

dalam bentuk pembiayaan menunjukkan laju

pertumbuhan yang meningkat yaitu dari 34,2% pada

2006 menjadi 36,7% (yoy), meskipun pada saat yang

sama risiko yang dihadapi masih memper-lihatkan

kecenderungan meningkat. Seiring dengan perkem-

bangan tersebut, profitabilitas perbankan syariah

mengalami peningkatan, tercermin dari return on

asset (ROA) yang meningkat dari 1,8% pada 2006

menjadi 2,1%.

PERKEMBANGAN JARINGAN OPERASIONAL

Selama tahun 2007 jumlah bank yang melak-

sanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut

berasal dari penambahan sebanyak 6 (enam) Unit

Usaha Syariah (UUS) baru yaitu UUS BPD DIY, UUS

BPD Sulawesi Selatan, UUS BPD Sumatera Barat, UUS

BPD Jawa Timur, UUS PT. Bank Ekspor Indonesia dan

UUS PT. Bank Lippo serta 9 (sembilan) Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) baru termasuk 1

(satu) BPRS hasil konversi. BPRS yang merupakan

pendirian baru adalah BPRS Bumi Artha Sampang,

BPRS Karya Mugi Sentosa, BPRS Jabal Nur, BPRS

Barokah Dana Sejahtera, BPRS Artha Amanah

Ummat, BPRS Mitra Amal Mulia, BPRS Madina

Mandiri Sejahtera dan BPRS Hidayah, sedangkan

BPRS hasil konversi adalah BPRS Sindanglaya

Kotanopan. Dengan demikian pada akhir tahun 2007

industri perbankan syariah terdiri dari 3 BUS, 26 UUS

dan 114 BPRS. Selain itu terdapat pula pembukaan 2

(dua) Kantor Perwakilan (KPw) dari bank syariah yang

berkantor pusat di luar negeri yaitu KPw Albaraka

Banking Group dan KPw Asian Finance Bank Berhad.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah bank

Gambar 2.1 Pertumbuhan Aset, DPK, PYD dan FDR
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
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syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah

juga mengalami peningkatan yang signifikan. Selama

periode laporan, jumlah kantor bank syariah (termasuk

kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit

Pelayanan Syariah) bertambah 66 kantor dari 531

kantor pada akhir tahun 2006 (Tabel 2.1).

Jumlah keseluruhan jaringan kantor perbankan

syariah (BUS, UUS dan kantor pusat BPRS) pada akhir

tahun 2007 adalah 711 kantor. Ditinjau dari penye-

barannya, jaringan kantor perbankan syariah tersebut

kini telah menjangkau masyarakat di 32 propinsi.

Jumlah tersebut belum termasuk jaringan kantor

cabang bank konvensional penyedia layanan syariah

(office channeling) sebanyak 1.195 kantor. Meskipun

jaringan kantor perbankan syariah (BUS, UUS dan

BPRS) telah menjangkau 32 Propinsi, namun sebagian

besar dari jaringan kantor tersebut masih terkon-

sentrasi di Pulau Jawa (452 kantor atau 63,6%) dan

Pulau Sumatera (152 kantor atau 21,4%). Jika ditinjau

secara per propinsi, penyebaran jaringan kantor

perbankan syariah sebagian besar berada di wilayah

propinsi DKI Jakarta (206 Kantor atau 29%) dan

Propinsi Jawa Barat (48 kantor atau 10,7%).

Tabel  2.1  Perkembangan Jaringan Operasional

ketiga (DPK) yang diterima bank syariah terutama

sejak akhir 2006 sehingga pada kuartal pertama 2007

pertumbuhan DPK mencapai 5,9% (qoq). Namun

demikian, pertumbuhan tersebut belum dapat sepe-

nuhnya direspon dengan peningkatan penyaluran

pembiayaan yang tercatat hanya sebesar 1,8% (qoq).

Hal ini ditengarai merupakan dampak dari adanya

refinancing pembiayaan seiring dengan peningkatan

persaingan dengan bank konvensional yang mulai

menurunkan suku bunganya.

Kondisi pada periode tersebut menyebabkan

bank syariah mengalami kelebihan likuiditas seba-

gaimana diindikasikan oleh peningkatan proporsi

penempatan SWBI dan pada bank lain yang mencapai

17,3% dari aktiva produktif. Meskipun demikian,

memasuki periode-periode selanjutnya penyaluran

pembiayaan kembali menemukan momentum per-

tumbuhannya sehingga kelebihan likuiditas dimaksud

secara berangsur dapat dikurangi. Pada akhir 2007,

proporsi penempatan pada SWBI maupun pada

berbagai instrumen keuangan yang diterbitkan bank

lain tercatat sebesar 12,6% dari aktiva produktif,

sedangkan proporsi pembiayaan mencapai 82,6%.

Gambar 2.2  Proporsi Aktiva Produktif

Perbankan Syariah

PERKEMBANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN

UNIT USAHA SYARIAH

Pada awal tahun 2007, ditengah optimisme

terhadap kondisi ekonomi yang semakin kondusif

seiring dengan berlanjutnya trend penurunan suku

bunga, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan

volume usaha yang cukup signifikan. Pertumbuhan

dimaksud didorong oleh derasnya aliran dana pihak

Secara regional, pengembangan perbankan

syariah masih didominasi oleh wilayah DKI Jakarta

dengan pangsa pembiayaan maupun dana pihak

ketiga masing-masing sebesar 46,4% dan 48,1%.

Namun demikian, dari sisi pembiayaan pertumbuhan

pembiayaan di wilayah DKI dan wilayah Jawa lainnya

mengalami penurunan, sebaliknya peningkatan terjadi

Kelompok Bank 2003 2004 2005 2006 2007

Bank Umum Syariah 2 3 3 3 3

Unit Usaha Syariah 8 15 19 20 26

BPRS 84 86 92 105 114

Jumlah Kantor BUS & UUS 299 401 504 531 597

Jumlah Layanan Syariah - - - 456 1.195



Bab 2 :  Perkembangan Perbankan Syariah  

22 Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007

di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Selain pening-

katan pembiayaan, wilayah Kalimantan juga memper-

lihatkan peningkatan penghimpunan DPK sehingga

mempertegas pesatnya perkembangan perbankan

syariah di wilayah tersebut selama 2007.

Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah

menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya, tercermin dari laju pertumbuhan sebesar

36,7% (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan pada

2006 yaitu 34,2%. Berdasarkan kelompok bank,

pertumbuhan yang tinggi ditunjukkan oleh Unit Usaha

Syariah (UUS) bank umum konvensional yaitu sebesar

65,9% (yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan

Bank Umum Syariah (BUS) relatif lebih rendah yaitu

sebesar 29,8% (yoy), namun tidak mengurangi upaya

mengoptimalkan penyaluran dana sebagaimana

tercermin dari rasio pembiayaan terhadap DPK

sebesar 94,3% relatif setara dengan posisi 2006

sebesar 94,0%.

Berdasarkan jenis akad yang digunakan, pangsa

kelompok pembiayaan berdasarkan qardh semakin

meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan yang

tinggi sebesar 115,6% (tabel 2.2). Sementara pem-

biayaan berbasis bagi hasil yang terdiri atas pembiaya-

an mudharabah dan musyarakah mengalami pening-

katan dari 31.5% menjadi 35,73%. Demikian pula

halnya pembiayaan berbasis jual beli (murabahah)

yang meskipun tetap mendominasi portfolio pem-

biayaan namun pangsanya mengalami penurunan dari

61,7% menjadi 59,2%.

Sejalan dengan membaiknya persepsi terhadap

iklim investasi sebagaimana diindikasikan oleh

peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

hingga sebesar 8,4%, alokasi pembiayaan perbankan

syariah ke sektor-sektor produktif menunjukkan

perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan

pembiayaan investasi tercatat sebesar 28,9% (yoy),

melonjak dibandingkan pertumbuhan di 2006 yang

Gambar 2.3  Perkembangan Regional Perbankan Syariah

Jenis Pembiayaan
Jumlah (Miliar) Pertumbuhan (%) Pangsa (%)

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Musyarakah 2,335 4,406 23.0 88.7 11.4 15.8

Mudharabah 4,062 5,578 30.0 37.3 19.9 20.0

Piutang Murabahah 12,624 16,553 33.1 31.1 61.7 59.2

Piutang Istishna 337 351 19.6 4.2 1.6 1.3

Qard 250 540 100.6 115.6 1.2 1.9

Ijarah 836 516 164.7 (38.3) 4.1 1.8

Total 20,445 27,944 34.2 36.7 100.0 100.0

Tabel 2.2  Perkembangan Jenis-Jenis Pembiayaan
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hanya sebesar 2% (yoy). Sedangkan pembiayaan

modal kerja memperlihatkan pertumbuhan tertinggi

yaitu sebesar 50,5% (yoy). Sebaliknya, pertumbuhan

pembiayaan konsumsi turun secara signifikan dari

80,3% (yoy) pada 2006 menjadi 27,0% (yoy).

Secara sektoral, sektor-sektor utama portfolio

perbankan syariah yaitu jasa komersial, perdagangan

dan konstruksi, tetap menunjukkan pertumbuhan yang

tinggi. Sektor terbesar yaitu jasa komersial menun-

jukkan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup

signifikan yaitu dari 21,2% (yoy) pada 2006, menjadi

54,4%. Hal ini mengingat sektor tersebut memiliki

risiko yang tergolong manageable, terutama dengan

dikembangkannya pola penyaluran pembiayaan

melalui lembaga keuangan seperti koperasi.

sektor manufaktur, terlepas dari upaya-upaya

perbaikan kualitas pembiayaan yang terus dilakukan,

pada periode laporan menunjukkan pertumbuhan

sebesar 45,9% (yoy). Perkembangan tersebut mem-

berikan indikasi awal yang cukup kuat bahwa

masalah-masalah struktural di sisi mikro ekonomi

(supply side constraints) termasuk problema kenaikan

beban produksi sebagai imbas kenaikan harga BBM

di 2005 yang menghambat ekspansi pembiayaan

hingga 2006, mulai dapat diatasi.

Laju pertumbuhan pembiayaan yang meningkat

di satu sisi, ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan

penurunan jumlah pembiayaan bermasalah di sisi

yang lain. Kecenderungan peningkatan risiko pem-

biayaan yang telah terlihat sejak tahun lalu, pada

Gambar 2.4
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan

Diluar ketiga sektor tersebut, pembiayaan yang

disalurkan ke sejumlah sektor strategis: sektor

manufaktur, transportasi, utilitas maupun sektor

pertambangan juga memperlihatkan pertumbuhan

yang tinggi. Sektor transportasi dan pertambangan

yang pada 2006 mengalami kontraksi, pada periode

laporan menunjukkan pertumbuhan masing-masing

sebesar 34,6% dan 36,3% (yoy). Sedangkan pada

2007 masih berlanjut meskipun dengan kecende-

rungan yang menurun. Hal ini tercermin dari trend

pertumbuhan pembiayaan bermasalah (NPF) yang

terus berlangsung hingga awal kuartal terakhir 2007.

Meskipun demikian, kecenderungan pening-

katan risiko dimaksud dapat dikurangi dengan

diversifikasi pembiayaan yang dilakukan. Pembiayaan

kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM)
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masih memiliki kontribusi yang signifikan dalam port-

folio bank yaitu sebesar 68,2%. Pembiayaan kepada

UKM memiliki risiko relatif lebih rendah dibandingkan

pembiayaan kepada non-UKM, mengingat karakter

risikonya cukup dengan jumlah pembiayaan yang

kecil dan jumlah debitur yang cukup besar. Pada

periode laporan, nominal NPF kelompok UKM hanya

menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,1% (yoy)

sedangkan NPF kelompok non-UKM bertumbuh

sebesar 24,6% (yoy). Selain itu sebagaimana diung-

kapkan sebelumnya, selama tahun 2007 perbankan

syariah berupaya meningkatkan kontribusi sejumlah

sektor diluar sektor utama pembiayaan seperti sektor

jasa komersial dan sektor perdagangan.

Sejalan dengan dominasi kelompok UKM dalam

pembiayaan, jumlah nasabah perorangan terus

meningkat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya

jumlah rekening nasabah perorangan sebesar 124.637

rekening dibandingkan pertambahan rekening

nasabah korporasi sebesar 15.484 rekening. Prefe-

rensi terhadap nasabah perorangan menjadi pilihan

oleh karena kecenderungan jumlah pembiayaan

bermasalah yang ditimbulkannya relatif lebih rendah

dibandingkan nasabah korporasi. Hal ini tercermin

dari rasio NPF nasabah perorangan sebesar 2,7%,

lebih rendah dibandingkan rasio NPF nasabah

korporasi sebesar 4,8% pada 2007.

Selain berupaya terus mendiversifikasi risiko,

Gambar 2.5  Non Performing Financing

perbankan syariah juga mengembangkan pola-pola

pembiayaan yang memiliki risiko relatif rendah,

misalnya melalui penyaluran pembiayaan kepada

lembaga keuangan seperti koperasi pegawai. Dalam

tahun 2007, jumlah rekening pembiayaan kepada

koperasi bertambah sebanyak 8.385 rekening, dengan

posisi pembiayaan mencapai Rp5,2 triliun. Perbankan

syariah juga berupaya menurunkan jumlah

pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dan

peningkatan intensitas penagihan.

Gambar 2.6  Grafik Npf Perorangan Vs Npf Korporasi

Memasuki akhir 2007, kegigihan perbankan

syariah menempuh berbagai upaya tersebut mulai

menampakkan hasilnya. Jumlah pembiayaan

bermasalah yang pada posisi Agustus 2007 mencapai

Rp1,6 triliun, pada akhir 2007 turun menjadi Rp1,1

triliun. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang cukup
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tinggi, maka penurunan jumlah pembiayaan ber-

masalah tersebut telah menurunkan rasio NPF (gross)

perbankan syariah dari 4,75% pada 2006 menjadi

4,05%. Selanjutnya dalam meminimalisir dampak

kerugian yang mungkin ditimbulkan dari pembiayaan

bermasalah, dalam periode laporan perbankan syariah

telah meningkatkan cadangan penghapusan

pembiayaan sehingga NPF secara neto berada pada

posisi 2,5%, lebih rendah dibandingkan posisi 2006

sebesar 3,3%.

Dana Pihak Ketiga

Dari sisi penghimpunan dana, DPK yang

dihimpun perbankan syariah pada 2007 mengalami

peningkatan tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak

Ketiga (DPK) yang mencapai 35,5% (yoy). Laju

pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun

2006 (32,7%) sehingga per akhir 2007 DPK yang

dihimpun perbankan syariah sudah mencapai Rp28,0

triliun. Pertumbuhan DPK yang tinggi terutama dialami

Unit-Unit Usaha Syariah bank konvensional yang

berhasil mengangkat pertumbuhan DPK dari rata-rata

59,6% dalam 3 tahun terakhir menjadi 71,2% pada

tahun 2007 diantaranya melalui pemanfaatan

Layanan Syariah (office channeling).

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya,

persaingan dalam penghimpunan dana sepanjang

2007 dipengaruhi oleh trend penurunan suku bunga

perbankan yang diikuti pula dengan penurunan

tingkat bagi hasil perbankan syariah. Penurunan

tingkat bagi hasil menyebabkan nilai investasi pada

instrumen berjangka menjadi berkurang, sehingga

mendorong pemilik dana beralih ke instrumen jangka

pendek. Disamping itu pada periode laporan, kondisi

bullish yang terjadi di pasar modal menjadi alternatif

yang menarik bagi pemilik dana untuk melakukan

investasi termasuk dengan memindahkan dana yang

semula ditempatkan di perbankan, sehingga mem-

buat persaingan penghimpunan dana semakin ketat.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan terjadi-

nya pergeseran preferensi penggunaan instrumen

pendanaan pada bank syariah menjadi lebih ber-

orientasi jangka pendek, antara lain tercermin dari

tabungan yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi

dibandingkan deposito ataupun giro. Disamping itu,

pada kelompok deposito, dominasi deposito berjangka

waktu sampai dengan 1 bulan meningkat dari 48,3%

pada 2006 menjadi 62,9% pada periode laporan.

Pergeseran tersebut di satu sisi dapat menambah porsi

bagi hasil bank, namun di sisi lain menimbulkan

kesulitan dalam manajemen likuiditas bank antara

lain karena keberadaan kelompok deposan korporasi

yang pada umumnya lebih sensitif terhadap daya

saing return. Kelompok deposan ini, meskipun dari

segi jumlah nasabah sangat kecil (2,5%) namun

umumnya menempatkan dana dalam jumlah besar

sehingga dampak pergerakannya lebih sulit

diantisipasi terlebih lagi pada perbankan syariah

instrumen pembiayaan dengan maturitas yang

singkat relatif terbatas.

Profitabilitas dan Permodalan

Dari segi profitabilitas, pada tahun 2007 per-

bankan syariah mampu mencatatkan tingkat

keuntungan sebesar Rp540 miliar, meningkat sebesar

Rp185 miliar (52.0%) dari tahun sebelumnya. Ditinjau

Gambar 2.7 Perkembangan DPK, Tingkat Bagi Hasil
dan Suku Bunga
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dari sumbernya, rata-rata pendapatan operasional

meningkat hingga 18,4% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan dari penyaluran dana, khususnya dalam

bentuk piutang murabahah tetap menjadi sumber

utama, namun perbankan syariah juga memper-

lihatkan upaya diversifikasi pendapatan sebagaimana

tercermin dari peningkatan porsi fee based income

yang meningkat dari 2,6% pada 2006 menjadi 3,6%

pada periode laporan. Setelah dikurangi bagi hasil

kepada pemilik dana investasi yang dalam periode

laporan tumbuh sebesar 12,5% (yoy), total pen-

dapatan operasional bersih perbankan syariah tercatat

sebesar Rp2,7 triliun atau tumbuh 32,2% (yoy).

Gambar 2.8 Perkembangan Struktur
Deposito Mudharabah

  Gambar 2.9  Komposisi Sumber Pendapatan

Dalam periode yang sama, biaya operasional

juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 31,8% (yoy)

sehingga pada akhir 2007 telah mencapai Rp2,1 triliun.

Ditengah peningkatan biaya tersebut, efisiensi

aktivitas operasional perbankan syariah pada 2007

masih tergolong memadai, tercermin dari perban-

dingan biaya operasional dengan net pendapatan

operasional yang tercatat sebesar 76,5% (tahun 2006

sebesar 76,8%). Meskipun demikian, perlu dicermati

bahwa peningkatan efisiensi yang terjadi dibayangi

kecenderungan peningkatan biaya cadangan kerugian

yang harus dibentuk. Hal ini antara lain terjadi pada

unit usaha syariah, dimana porsi biaya pencadangan

(termasuk amortisasi) terhadap total biaya operasional

meningkat dari 30,4% pada 2006 menjadi 37,6%

pada periode laporan.

Tabel 2.3  Komposisi Dana Pihak Ketiga

Jenis Dana
Jumlah (Miliar) Pertumbuhan (%) Pangsa (%)

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Simpanan Wadiah

   Giro 3,416 3,750 67.0 9.8 16.5 13.4

   Tabungan 122 242 105.0 97.9 0.6 0.9

   Lainnya 210 403 61.6 92.2 1.0 1.4

Investasi Mudharabah

Tabungan 6,098 8,809 45.9 44.4 29.5 31.4

Deposito 10,826 14,807 18.1 36.8 52.4 52.9

Total 20,672 28,012 32.7 35.5 100.0 100.0
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Gambar 2.10  Perkembangan Biaya dan
Pendapatan Operasional

peningkatan dibandingkan tahun 2006. Sepanjang

tahun 2007, volume usaha BPRS mengalami per-

tumbuhan sebesar 33,2% dengan nilai ekspansi

mencapai Rp1,2 triliun atau tumbuh sebesar Rp.300,9

miliar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga

memperbesar pangsa BPRS dalam industri BPR

nasional menjadi 4,17%. Pertumbuhan tersebut

terutama didukung oleh ekspansi pembiayaan yang

mencapai pertumbuhan sebesar 38.3%, senilai Rp

879,7 miliar atau meningkat sebesar Rp.243,5 miliar

dari tahun 2006. Sementara itu, jumlah DPK yang

dihimpun BPRS mengalami pertumbuhan sebesar

34,2% dengan nilai mencapai Rp711,3 miliar atau

meningkat sebesar Rp.181,1 miliar dari tahun 2006.

Kondisi pembiayaan dan DPK tersebut memberikan

indikasi bahwa seluruh dana yang dihimpun dapat

disalurkan oleh BPRS atau dengan kata lain fungsi

intermediasi khususnya dalam lingkungan lokal

dengan segmen pasar utama usaha mikro, kecil dan

menengah baik di pedesaan maupun di perkotaan,

telah berjalan optimal. Indikasi ini juga tercermin dari

rasio financing to deposit BPRS yang mencapai

123,7%. Seiring dengan membaiknya kinerja pem-

biayaan yang ditunjukkan oleh penurunan NPF pem-

biayaan BPRS yang sebelumnya sebesar 8,3% pada

tahun 2006 menjadi 8,0% pada tahun 2007, profita-

bilitas BPRS menunjukkan peningkatan sebagaimana

tercermin pada pertumbuhan laba tahun berjalan

yang mencapai 30,4%, senilai Rp.26,6 miliar atau

mengalami peningkatan sebesar Rp.6,2 miliar

dibandingkan tahun 2006.

Pembiayaan BPRS pada tahun 2007 mengalami

peningkatan pada semua jenis pembiayaan yang

disalurkan oleh BPRS. Pembiayaan berbasis jual beli

dengan akad murabahah dan pembiayaan bagi hasil

dengan akad musyarakah merupakan pilihan utama

BPRS sebagaimana besarnya nilai kedua pembiayaan

tersebut yang memiliki porsi dominan dalam portofolio

pembiayaan BPRS. Dilihat dari sisi pertumbuhan pem-

biayaan berdasarkan akad maka pembiayaan

Profitabilitas yang meningkat, mendukung

penguatan modal perbankan syariah. Namun

mengingat pada saat yang sama bank syariah harus

menghadapi konsekuensi peningkatan risiko sejalan

dengan optimalisasi produktivitas aset, maka kecukup-

an permodalan perbankan syariah sedikit menurun.

Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR)

bank umum syariah yang turun dari 13,0% pada 2006

menjadi 12,2% pada periode laporan.

Kondisi permodalan bank umum syariah yang

semakin mendekati batasan minimumnya, secara

rasional tampaknya telah dan masih akan disikapi

dengan peningkatan kehati-hatian dalam pengem-

bangan usaha atau bahkan pengurangan laju

ekspansi usaha yang bisa berdampak pada kurang

optimalnya proses akselerasi pertumbuhan aset.

Berbeda dari bank umum Syariah, unit usaha syariah

masih memiliki cukup keleluasaan dalam melakukan

ekspansi usaha. Dengan leverage yang masih relatif

rendah (sekitar 37%) unit usaha syariah dapat terus

memperbesar volume usahanya terutama dengan

meningkatkan partisipasi pemilik dana.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

SYARIAH

Perkembangan kinerja Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS) pada tahun 2007 menunjukkan
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berdasarkan akad mudharabah mengalami per-

tumbuhan paling tinggi sebesar 47,2%, sedangkan

pembiayaan berdasarkan akad murabahah merupa-

kan portofolio pembiayaan terbesar dalam pem-

biayaan yang disalurkan oleh BPRS dengan nilai

mencapai Rp.710.4 miliar. Ekspansi pembiayaan yang

dilakukan BPRS tersebut sebagian besar merupakan

pembiayaan mikro  dibawah Rp.50 juta yang nilainya

mencapai Rp.387,4 miliar dan pembiayaan menengah

yang nilainya diatas Rp.500 juta (lainnya) dengan nilai

mencapai Rp.325 miliar dimana penggunaannya

sebagian besar bagi modal kerja dan konsumsi.

Ditinjau dari sektor ekonomi, sektor perda-

gangan dengan nilai pembiayaan mencapai Rp.295,5

miliar merupakan sektor yang memperoleh pem-

biayaan terbesar. Besarnya alokasi tersebut merupa-

kan konstribusi pembiayaan berbasis jual beli yang

disalurkan oleh BPRS. Sedangkan sektor konstruksi,

meskipun tidak memperoleh alokasi pembiayaan

sebesar sektor perdagangan namun menikmati

pertumbuhan alokasi pembiayaan yang cukup tinggi

yaitu 146,4% (yoy). Sektor industri pengolahan, sektor

pertanian dan sektor listrik-gas-air merupakan sektor

ekonomi yang mengalami kontraksi berupa per-

tumbuhan yang melambat sebagai indikasi pergeseran

preferensi BPRS dalam penyaluran pembiayaan yang

diberikan kepada masyarakat selama tahun 2007.

Sedangkan kualitas pembiayaan tahun 2007

mengalami peningkatan yang relatif tidak berbeda

jauh dengan tahun sebelumnya tercermin pada

penurunan nilai NPF (gross) dari 8,3% pada tahun

2006 menjadi 8,0% pada akhir 2007. Meskipun

demikian mengingat pembiayaan merupakan pilihan

utama penyaluran dana bagi BPRS, maka usaha yang

telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas

pembiayaan dapat terus dilakukan dan dikem-

bangkan terutama penerapan prinsip kehati-hatian

dalam penyaluran dana tersebut.

Seiring pertumbuhan pembiayaan BPRS, pen-

dapatan BPRS juga mengalami peningkatan dengan

pertumbuhan sebesar 32,5% pada tahun 2007.

Peningkatan tersebut merupakan konstribusi pen-

dapatan dari pembiayaan murabahah yang memiliki

proporsi 70,4% dari total pendapatan BPRS selama

tahun 2007. Pendapatan tersebut sebagian besar

didistribusikan pada bagi hasil kepada nasabah yang

proporsinya mencapai 34,2% terhadap total

pendapatan BPRS selama tahun 2007.

Tabel 2.4  Perkembangan Kegiatan Usaha BPRS

Indikator 2006 2007 ∆ 2007

Penyaluran Dana    

a. Pembiayaan     636.3     879.7 38.3%
b. Penempatan pada Bank Lain     187.5     230.1  22.7%

Sumber Dana (DPK)    

a. Dana Pihak Ketiga     530.1     711.3 34.2%
Tabungan Wadiah       72.1       86.9 20.6%
Tabungan Mudharabah     162.4     203.9 25.6%
Deposito Mudharabah     295.7     420.4 42.2%

b. Kewajiban pada Bank Lain       97.4     174.4 79.1%

Komponen Modal    

a. Modal Disetor     274.0  445.4  62.6%
b. L/R Tahun Berjalan       20.4       26.6 30.4%

Rasio Keuangan    

a. FDR 120.0% 123.7%  
b. NPF 8.3% 8.0%  

c. ROA 3.0% 2.5%  
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PERKEMBANGAN PRODUK DAN JASA

Dalam rangka mendorong pengembangan

produk bank syariah, pada bulan Oktober 2007 Bank

Indonesia telah menerbitkan buku kodifikasi produk

perbankan syariah yang memuat produk/jasa

perbankan syariah yang sudah memperoleh fatwa dari

DSN-MUI dan memperoleh izin dari Bank Indonesia

untuk digunakan sebagai acuan oleh seluruh

perbankan syariah Indonesia dan pihak-pihak terkait

lainnya. Dengan adanya buku kodifikasi tersebut,

maka bagi perbankan syariah baik Bank Umum

Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Perkreditan

Rakyat Syariah yang ingin menawarkan produk/jasa

yang sudah ada dalam buku kodifikasi tidak perlu

memperoleh izin produk/jasa baru dari Bank Indone-

sia dan cukup melaporkan kepada Bank Indonesia,

sepanjang didasarkan atas fatwa dan mekanisme

produk/jasa yang lazim digunakan dalam praktek

perbankan syariah di Indonesia.

Izin produk baru bank syariah pada tahun 2007

mengalami peningkatan dari tahun 2006 yaitu dari

21 produk menjadi 27 produk. Dalam pengembangan

produk baru bank syariah sudah lebih banyak

melakukan inovasi sehingga produk baru bank syariah

di tahun 2007 menjadi semakin beragam tercermin

dari munculnya produk-produk baru seperti syariah

card, mudharabah muqayadah (on balance sheet),

layanan transfer antar negara, bancasurance, dan

investasi emas.

Produk syariah card adalah kartu syariah yang

berfungsi seperti kartu kredit untuk melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu

kegiatan ekonomi (termasuk pembelanjaan dan

penarikan tunai) dimana kewajiban pemegang kartu

dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit

dan pemegang kartu berkewajiban melunasi pada

waktu yang disepakati baik tunai secara angsuran

dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang

Tabel 2.5 Perkembangan Pembiayaan BPRS

Kategori 2006 2007 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 2007

Jenis Pembiayaan    

 a. Piutang Murabahah     524.0     710.4 35.6%
 b. Pembiayaan Mudharabah       26.8       39.5 47.2%
 c. Pembiayaan Musyarakah       65.3       89.4 37.0%
 d. Lainnya       20.0       40.4 101.6%

Golongan Pembiayaan    

a. Mikro (Rp. 0 - Rp.50 juta)     418.0     387.4 -7.3%
b. Kecil (Rp. 50 juta s.d Rp. 500 juta)     178.8     167.4 -6.4%
c. Lainnya       39.5     325.0 723.2%

Jenis Penggunaan    

a. Modal Kerja     378.8     492.3 30.0%
b. Investasi       78.6     124.9 59.0%
c. Konsumsi     178.8     262.5 46.8%

Sektor Ekonomi    

a. Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian       41.0       24.3 -40.8%
b. Pertambangan         0.5         1.0 108.3%
c. Industri Pengolahan       12.5       12.5 -0.1%
d. Listrik, gas dan Air         0.7         0.4 -50.5%
e. Konstruksi         6.6       16.2 146.4%
f. Perdagangan, Restoran dan Hotel     254.2     295.5 16.2%
g. Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi         8.7         9.1 4.2%
h. Jasa-Jasa Dunia Usaha       72.2       98.7 36.7%
i . Jasa-jasa sosial/masyarakat         5.6         6.4 14.2%
j. Lain-lain     234.5     415.8 77.3%
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apabila diperlukan. Mengacu pada fatwa DSN No.

54/DSN-MUI/X/2006, akad yang digunakan adalah

qardh untuk penarikan tunai; kafalah (jaminan)

karena bank selaku penerbit kartu menjadi penjamin

bagi pemegang kartu atas kewajiban bayar yang

timbul dari transaksi di merchant; ijarah (sewa) karena

bank sebagai penerbit kartu adalah penyedia jasa

sistem pembayaran dan pelayanan kepada pemegang

kartu, dan wadiah untuk titipan cash collateral. Mem-

bership fee berupa monthly fee yang besarnya tetap

dan bank dapat memberikan potongan/cash back

berdasarkan rata-rata pemakaian (perhitungan cash

back berdasarkan metode normal distribution). Hal

lain yang membedakan antara syariah card ini dengan

kartu kredit di bank konvensional adalah adanya cash

collateral berupa tabungan atau deposito yang akan

ditahan selama keanggotaan dari card holder.

Pada tahun 2007 bank syariah juga mulai

mengembangkan produk mudharabah muqayadah

dari yang sebelumnya dilakukan secara off balance

sheet (channeling) menjadi produk investasi terikat

dengan akad mudharabah muqayadah yang dilaku-

kan secara on balance sheet (executing). Karakteristik

dari produk ini adalah investor menanamkan dananya

kepada bank untuk proyek pelaksana usaha tertentu.

Pembiayaan kepada pelaksana usaha menggunakan

akad pembiayaan yang umum di bank. Distribusi bagi

hasil kepada nasabah investasi terikat ini hanya

berasal dari penyaluran dana kepada pelaksana usaha

tersebut, bukan dari pooling of fund bank.

Dalam mengembangkan produknya bank

syariah juga melakukan kerja sama dengan perusa-

haan non bank, dalam hal ini bank hanya bertindak

sebagai agen. Kerja sama antara bank syariah dengan

perusahaan asuransi menghasilkan produk

bancassurance yang menggunakan akad wakalah bil

ujrah. Dalam hal ini bank syariah ber-tindak sebagai

agen penjual produk dari perusahaan asuransi syariah.

Selain itu terdapat pula produk hasil kerja sama bank

syariah dengan perusahaan pertambangan BUMN

yaitu produk investasi emas yang menggunakan akad

wakalah. Karakteristik dari produk ini adalah nasabah

yang ingin memiliki emas dapat membeli melalui bank

syariah dan tidak perlu secara fisik menyimpan emas

tersebut. Bank akan bertindak sebagai wakil dalam

pembelian dan penjualan serta melakukan pencatatan

administrasi penyimpanan emas. Emas akan disimpan

oleh perusahaan pertambangan BUMN yang bertindak

sebagai kustodian.

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga

bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan

usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam

ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang tidak

hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar

pada pencapaian keuntungan maksimal semata,

tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam

memberikan kesejahteraan secara luas bagi masya-

rakat, menciptakan peran bank syariah selaku

pelaksana fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut pada

prakteknya diwujudkan melalui aktivitas peng-

himpunan dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah,

hibah dan waqaf, dengan tujuan lebih memperlancar

alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan

oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat

membutuhkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari bank –

bank syariah baik BUS maupun UUS, total dana ZIS

yang diterima pada tahun 2007 melalui perbankan

syariah yang meliputi 3 (tiga) bank umum syariah dan

23 (dua puluh tiga) unit usaha syariah baik dari bank

umum konvensional maupun bank pembangunan

daerah, sebanyak Rp22,0 miliar atau meningkat

sebesar 17,9% dari tahun sebelumnya. Dari dana yang

terkumpul tersebut Rp7,1 miliar atau 32,3% berasal

dari internal bank syariah (karyawan dan pemilik bank

syariah), sedangkan yang berasal dari eksternal bank

syariah (nasabah) lebih besar  yaitu Rp9,6 miliar atau

43,4% dan selebihnya berasal dari infaq – shadaqah
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Tabel 2.6  Perkembangan Produk Selama Tahun 2007 Berdasarkan Akad dan Aplikasinya

NO AKAD APLIKASI KETERANGAN

1. Wadiah Tabungan
Tabungan Haji

2. Mudharabah Tabungan Pendidikan
Tabungan Haji
Tabungan Umrah
Tabungan + Asuransi
Tabungan Berencana
Tabungan Syariah Arisan

3. Mudharabah Medium Term Note (Surat Berharga
Jangka Menengah)

4. Mudharabah Muqayyadah Pembiayaan Off Balance Sheet
Pembiayaan On Balance Sheet

5. Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar
6. Murabahah Pembiayaan Rumah

Alternatif instrumen interbank

7. Wakalah Layanan Kiriman Uang Bersama Murabahah atau Ijarah
Implant Banking Bersama kafalah
L/C Impor Bersama kafalah dan Bai
L/C Ekspor
Investasi Emas
Bancassurance

serta dana bantuan kemanusiaan (untuk bencana

yang banyak terjadi pada tahun 2007) yaitu sebesar

Rp5,4 miliar atau 24,3%. Sementara berdasarkan

kelompok bank, dana ZIS yang terkumpul tersebut

Rp16,9 miliar atau 76,8% berasal dari BUS dan Rp5,1

miliar atau 23,2% berasal dari UUS.

Dana Sosial yang berasal dari pembayaran

zakat, infaq dan sadaqah dari perusahaan (zakat

perusahaan), karyawan (zakat profesi), potongan

zakat bagi hasil nasabah, maupun setoran zakat dari

masyarakat umum disalurkan kepada mereka yang

berhak (mustahik) baik dilakukan sendiri oleh bank

syariah maupun melalui LAZ atau Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) BAZNAS pada bank terkait.

Sementara itu pada tahun 2007, dana qardh

(dana sosial) bank syariah yang telah terkumpul yang

bersumber dari denda, sumbangan/hibah, pendapatan

non halal maupun sumber sosial lainnya sebanyak

Rp.3,7 miliar yang dicatat dalam pembukuan off bal-

ance sheet pada bank. Dana qardh yang terkumpul

tersebut telah disalurkan sebesar Rp2,1 miliar dalam

bentuk pinjaman, sumbangan ataupun pengeluaran

yang bersifat sosial lainnya.

PROFIL STRATEGI PENETRASI PASAR
PERBANKAN SYARIAH

Strategi Marketing dan Positioning Bank Syariah

Besarnya potensi pengembangan pasar

perbankan syariah di Indonesia, antara lain tercermin

dari jumlah masyarakat pemilik rekening pendanaan

di bank konvensional yang telah mencapai posisi lebih

dari 90 juta rekening. Dengan melihat perkembangan

posisi jumlah rekening di bank syariah yang mencapai

2,8 juta rekening, serta profil masyarakat Indonesia

pengguna jasa perbankan yang ada, maka dirasakan

perlunya penyesuaian terhadap strategi penetrasi pasar

perbankan syariah. Sehingga pengembangan pasar

perbankan syariah dapat dilakukan secara lebih luas

dengan lebih mengedepankan kekhasan bank

syariah dari segi sistem dan core values-nya
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Tabel 2.7  Pengelolaan Dana Sosial
(juta  rupiah)

PENERIMAAN & PENGGUNAAN TAHUN PERTUMBUHAN

DANA SOSIAL 2006 2007 %

 SALDO DANA ZIS AWAL PERIODE 4.126 11.282 173,43

PENERIMAAN DANA SOSIAL 18.692 22.029 17,85
Zakat dari Bank 7.067 7.108 0,58
Zakat dari pihak luar Bank 7.625 9.561 25,39
Infaq dan Shadaqah 3.053 4.436 45,28
Lainnya 945 923 (2,36)

PENGGUNAAN  DANA ZIS 11.536 14.700 27,43
Disalurkan sendiri 6.661 10.146 52,32
Disalurkan ke BAZ/LAZ 4.875 4.554 (6,58)

SALDO AKHIR PERIODE 11.283 18.611 64,96

SALDO DANA QARDH AWAL PERIODE 2.358 3.052. 29,43

SUMBER DANA QARDH 2.275 3.702 62,70
Infaq & Shodaqoh 520 40 (92,31)
Denda 1.223 1.921 57,08
Sumbangan/ Hibah 1 8 700,00
Pendapatan Non Halal 197 1.218 517,31
Lainnya (angsuran qardh) 334 515 54,19

PENGGUNAAN QARDH 1.581 2.092 32,27
 Pinjaman 574 737 28,40
 Sumbangan 151 298 97,35
 Lainnya 856 1.057 23,39

SALDO AKHIR PERIODE 3.052 4.662 52,77

 A Pengelolaan Dana Sosial & Qardh 27.452 40.066 45,95
 B Penerimaan Dana Sosial + Qardh 20.968 25.732 22,72
 C Penggunaan Dana Sosial + Qardh 13.118 16.793 28,01

yang bersifat terbuka bagi semua golongan

masyarakat.1

Logo Industri Perbankan Syariah Indonesia

Bagi masyarakat luas, kehadiran logo iB (ai-bi)

akan memudahkan masyarakat untuk mengenali

secara cepat dan menemukan kelebihan layanan

perbankan syariah untuk semua kebutuhan transaksi

keuangannya. Bagi bank syariah sendiri, pemasangan

logo iB di berbagai tampilan visual kantor dan promosi

akan sangat membantu strategi komunikasi bank

syariah dalam menampilkan dirinya sebagai sebuah

industri yang besar dan solid. Masyarakat yang melihat

logo iB di bank-bank syariah, akan melihat bank

tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah

sistem perbankan syariah yang besar, terintegrasi dan

tertata dengan baik dalam kerangka dual-banking

system arsitektur perbankan Indonesia serta kebijakan

perekonomian nasional.

1 Focus Group Discussion “Profil Strategi Penetrasi Pasar Perbankan Syariah di Indonesia: Kendala & Tantangan 2008”,
Bank Indonesia bersama industri perbankan syariah, Jakarta 6 November 2007. Data dari The Nielsen menunjukkan
bahwa profil segmen masyarakat yang menjadi target market untuk produk dan jasa perbankan adalah populasi yang
optimistis, dalam zona kenyamanan materi (material comfort) serta modern.
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Gambar 2.11  iB (ai-bi) Logo Industri Perbankan

Syariah di Indonesia
terhadap total DPK perbankan syariah masih relatif

rendah, yaitu sekitar 29,7% pada 2007, sehingga

peluang penetrasi masih luas. Namun demikian upaya

ini membutuhkan penambahan SDM di outlet-outlet

OC dan peningkatan pemahamannya terhadap

produk-produk serta jasa perbankan syariah yang

ditawarkan.

Gambar 2.12  Perkembangan DPK Layanan Syariah
(Office Channeling)

Penambahan Outlet Layanan Menjadi Ujung

Tombak

Melalui kebijakan office channeling (OC) yang

dilakukan sejak dua tahun lalu, yang membuka

kesempatan kepada cabang-cabang bank konven-

sional di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat pula

menawarkan layanan syariah, maka jumlah outlet

pelayanan perbankan syariah telah bertambah lebih

dari dua kali lipat dari 456 outlet pada 2006 menjadi

sebanyak 1195 outlet pada akhir 2007. Sementara

itu, untuk periode yang sama jumlah kantor BUS dan

UUS bertambah sebanyak 66 kantor.

Meningkatnya jumlah outlet OC tersebut pada

gilirannya sangat mendukung penetrasi perbankan

syariah melalui peningkatan aksesibilitas bagi

masyarakat untuk mendapatkan layanan syariah

melalui cabang-cabang bank konvensional yang telah

ada di dekat mereka. Besarnya potensi outlet ini

terlihat dari besarnya kontribusi OC dalam penghim-

punan DPK selama 2007, yaitu mencapai Rp692,6

miliar atau sepertiga dari total penetrasi penghim-

punan DPK UUS.

Potensi OC ini seyogianya bisa lebih dimaksi-

malkan, mengingat kontribusi penambahan DPK UUS

Penetrasi pasar DPK oleh perbankan syariah juga

terus berlangsung, dengan laju pertumbuhan men-

capai 35,5%, atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan

DPK perbankan konvensional yang hanya 17,4%.

Namun demikian secara nominal pertumbuhan DPK

perbankan syariah selama tahun 2007 sebesar Rp7,3

triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertum-

buhan DPK perbankan konvensional yang sebesar

Rp223,7 triliun untuk periode yang sama.

Strategi Komunikasi Masih Bersifat Segmented

Salah satu faktor yang dinilai menjadi penyebab

lambatnya penetrasi perbankan syariah adalah masih

kurangnya pemahaman masyarakat, baik tentang

sistem perbankan syariah sebagai sebuah alternatif

sistem perbankan yang sifatnya terbuka bagi semua

golongan masyarakat, maupun tentang jenis produk

dan jasa yang tersedia di bank syariah.
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Strategi komunikasi dari sebagian bank syariah

yang lebih menonjolkan kekhasan bank syariah dari

segi atribut/simbol-simbol yang bersifat segmented

sampai batas tertentu memang berhasil dalam me-

lakukan penetrasi ke segmen masyarakat tertentu.

Namun demikian, pertumbuhan jumlah rekening yang

sangat lambat mengindikasikan bahwa segmen pasar

ini nampaknya telah mulai jenuh.

Sejak perbankan syariah mulai dikembangkan

tujuh tahun lalu, perkembangan posisi jumlah

rekening hingga akhir 2007 baru mencapai 2,8 juta

rekening. Sepanjang tahun 2007 saja, jumlah rekening

baru bertambah sekitar 800 ribu rekening, atau

bertambah rata-rata sebanyak 67 ribu rekening per

bulannya. Sebagai perbandingan, jumlah rekening

pendanaan di bank konvensional telah berada pada

posisi 73 juta rekening pada tahun 2007.

Gambar 2.13  Perkembangan Jumlah Rekening DPK

Dalam konteks ini, maka pencanangan ai-bi

sebagai logo industri perbankan syariah pada tanggal

2 Juli 2007 seyogianya dilihat sebagai langkah untuk

membantu bank syariah dalam mensosialisasikan

dirinya sebagai sebuah alternatif sistem perbankan

yang bersifat terbuka, universal dan memberikan

manfaat bagi semua golongan masyarakat dalam

kerangka dual-banking system Arsitektur Perbankan

Indonesia. Sosialisasi logo ai-bi yang dilakukan oleh

Bank Indonesia kepada masyarakat seyogianya perlu

didukung oleh industri perbankan syariah dengan

memasang logo ai-bi pada semua tampilan visual

kantor dan produknya. Dengan upaya bersama ini,

diharapkan pada akhirnya dapat membangun

identitas bank syariah sebagai “bank untuk semua”

sehingga mendorong penerimaan masyarakat yang

lebih luas lagi untuk menggunakan jasa perbankan

syariah.

Aktivitas Promosi Sangat Kurang

Selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang ragam produk dan

jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak

terlepas dari kurang intensifnya kegiatan edukasi

maupun promosi yang dilakukan. Hal ini tercermin

dari sangat minimnya biaya promosi dan belanja iklan

bank syariah yang hanya sebesar 2% dari total belanja

iklan oleh perbankan nasional2. Total biaya promosi

(above the line dan below the line) yang dikeluarkan

oleh industri perbankan syariah secara keseluruhan

selama tahun 2007 adalah sebesar Rp134,8 miliar.

Pada saat yang sama, biaya sebesar itu digunakan

oleh satu bank konvensional hanya untuk belanja

iklan (above the line) dalam periode yang sama. Lebih

jauh lagi, sebagai perbandingan besarnya belanja iklan

1 Focus Group Discussion “Profil Strategi Penetrasi Pasar Perbankan Syariah di Indonesia: Kendala & Tantangan 2008”,
Bank Indonesia bersama industri perbankan syariah, Jakarta 6 November 2007. Data dari The Nielsen menunjukkan
bahwa profil segmen masyarakat yang menjadi target market untuk produk dan jasa perbankan adalah populasi yang
optimistis, dalam zona kenyamÿÿan materi (material comfort) serta modern.

2 “Nielsen Consumer Insight”, The Nielsen Company-Bank Indonesia, November 2007

Jika menginginkan penetrasi pasar yang

lebih luas, maka perlu dilakukan penyesuaian

terhadap strategi komunikasi dengan lebih

mengedepankan kekhasan bank syariah dari segi

sistem dan core values-nya yang bersifat terbuka

bagi semua golongan masyarakat1.
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selama tahun 2007 untuk produk-produk pembersih

wajah adalah sebesar Rp819 miliar.

Sangat disayangkan, bahwa ternyata penca-

nangan program akselerasi pengembangan bank

syariah pada akhir tahun 2006 tidak didukung oleh

peningkatan kapasitas promosi di sisi pelaku industri

bank syariah. Sangat minimnya pemanfataan media

massa untuk mensosialisasikan/mempromosikan

kap produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Namun demikian pemilihan strategi ini juga

menyebabkan produk yang dikembangkan tidak

menunjukkan diferensiasi yang jelas dari produk

bank konvensional.

Pada gilirannya, ketidakjelasan diferensiasi

produk ini telah menyebabkan upaya pengembangan

pasar (market development) tidak dapat berjalan

Gambar 2.14  Biaya Promosi  Tabel 2.8 Belanja Iklan Produk (Juta Rp)

ekspansi outlet layanan syariah maupun pengem-

bangan berbagai produk menyebabkan manfaatnya

tidak begitu dirasakan oleh masyarakat luas. Padahal

ketergantungan kepada informasi melalui me-

dia merupakan salah satu profil dari target mar-

ket pengguna jasa perbankan yang seyogianya

menjadi dasar perumusan strategi edukasi/

promosi industri perbankan syariah.

Inovasi Produk Belum Mendorong

Pengembangan Pasar

Di sisi lain, penetrasi perbankan syariah melalui

pengembangan produk-produk baru dilakukan

dengan strategi pengembangan produk yang meniru

produk-produk sejenis yang telah diterima oleh

masyarakat dari bank konvensional (market-driven).

Strategi ini telah menghasilkan ragam produk seleng-

Gambar 2.15  Ketergantungan Terhadap Informasi
Media (persentase)

dengan cepat. Masyarakat umum sebagai target

market menilai tidak ada sesuatu yang lebih yang

ditawarkan, sehingga tidak terdorong untuk men-

coba. Bahkan bagi masyarakat yang sudah menjadi

nasabah bank syariah sendiri, hal tersebut mendorong

penggunaan bank syariah hanya pada level

minimalnya.

Sumber: The Nielsen CompanySumber: Bank Indonesia
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Pengembangan Pasar Untuk Segmen Korporasi

Belum Maksimal

Sebagai contoh, karakteristik khas dari produk

pembiayaan bank syariah yang mengutamakan

konsep kemitraan antara bank sebagai pemilik dana

dengan pengusaha merupakan keunggulan dan nilai

tambah yang seharusnya dapat membuka peluang

pengembangan pasar. Namun demikian, pada ke-

nyataannya nasabah korporasi tidak melihat sesuatu

yang berbeda ketika produk itu ditawarkan oleh bank

syariah karena fitur yang ditawarkan tidak jauh ber-

beda dengan bank konvensional. Pemahaman

nasabah korporasi seringkali terbatas pada konsep

profit-loss sharing saja, dimana pemahaman tersebut

juga hanya parsial atau sedikit1. Sebagai akibatnya,

penambahan jumlah kepemilikan rekening tidak

disertai dengan peningkatan nominalnya sebagai-

mana tercermin dalam perkembangan rasio antara

nominal dengan jumlah rekening yang cenderung

stagnan bahkan menurun.

Rendahnya awareness nasabah korporasi

terhadap produk dan jasa Bank Syariah sekali lagi

tak terlepas dari kurang maksimalnya aktivitas

promosi kepada segmen tersebut. Buruknya

persepsi yang terbentuk tentang berbagai aspek

perbankan syariah merupakan sesuatu yang

harus diperbaiki, apabila diinginkan untuk

melakukan penetrasi pasar ke segmen korporasi

ini.

1 Kajian Pemetaan Kebutuhan Produk & Jasa Perbankan Syariah Untuk Nasabah Korporasi, Bank Indonesia dan PPM
Manajemen, 2007. Survei yang dilakukan terhadap 54 korporasi dari skala kecil sampai besar di provinsi Jakarta, Jawa
Tengah dan Jawa Barat menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan keengganan korporasi untuk menggunakan
jasa bank syariah, yaitu: Kurangnya pemahaman korporasi tentang produk bank syariah (71%), kurangnya upaya
penawaran/promosi oleh bank syariah kepada korporasi (21%) dan kurangnya pemahaman tentang bank syariah
secara umum (8%).

Gambar 2.17  Persepsi Umum Korporasi yang Belum Menggunakan Jasa Bank Syariah

Gambar 2.16  Nilai Pembiayaan per Rekening
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Boks 2.1 Kajian Pemetaan Kebutuhan Produk & Jasa Perbankan Syariah untuk Nasabah Korporasi

Keberadaan industri perbankan syariah dalam sistem perekonomian memberikan spektrum
pembiayaan yang semakin beragam bagi dunia usaha. Karakteristik yang melekat pada industri keuangan
syariah adalah pelaksanaan berdasarkan keterkaitan setiap usaha dengan aspek moralitas, pembiayaan
terhadap sektor riil, dan penekanan terhadap konsep sharing antara pemilik dana dengan pengusaha.
Keunggulan ini merupakan nilai tambah yang seharusnya dapat menjadi peluang peningkatan jaringan
pembiayaan industri perbankan syariah1.

Profil Kebutuhan Korporasi Terhadap Produk dan Jasa Perbankan

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, korporasi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan produk
dan jasa perbankan. Kebutuhan korporasi terhadap produk dan jasa perbankan dapat di kategorikan
menjadi 4 (empat), yaitu kebutuhan untuk modal kerja, kebutuhan untuk modal investasi, kebutuhan
untuk kegiatan operasional, dan kebutuhan untuk menyimpan idle fund yang dimiliki korporasi.

1 Tulisan ini disarikan dari “Kajian Pemetaan Kebutuhan Produk & Jasa Perbankan Syariah untuk Nasabah
Korporasi“ yang dilakukan oleh Lembaga Manajamen PPM Jakarta, 2007 berdasarkan analisis hasil survei
terhadap responden yang terdiri dari: 50 perusahaan korporasi dari berbagai bidang usaha (industri pengolahan,
perdagangan, perkebunan, peternakan, perhutanan, perikanan, pertambangan dan konstruksi) di tiga propinsi
(Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah), 5 bank konvensional yang memiliki departemen corporate banking, dan 5
bank syariah (BUS dan UUS).

Atribut Kebutuhan Modal Kerja Atribut Kebutuhan Modal Investasi
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Ragam Produk Perbankan Syariah Untuk Korporasi

Variasi produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah cenderung cukup beragam. Tetapi produk atau
jasa yang ditawarkan hampir sama dengan produk dan jasa di Bank Konvensional. Hal ini menunjukkan
tidak ada differensiasi produk pada Bank Syariah. Ketersediaan produk-produk tersebut tidak merata di
Bank Syariah. Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional, dimana ragam produk yang disediakan di
masing-masing bank hampir sama. Hal ini menunjukkan jenis produk masih terbatas di beberapa Bank
Syariah, terutama untuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbandingan Pemenuhan Kebutuhan Modal Kerja Korporasi

Bank Konvensional Bank Syariah

No. Atribut KWK PRK Mudharabah Musyakarah Murabahah

Modal kerja yang Kurang fleksibel Kurang fleksibel
fleksibel (mereka dapat karena harus ada karena harus ada

1 ambil sewaktu-waktu Bisa Bisa laporan laporan Tidak bisa
dibutuhkan) penggunaan dana penggunaan dana

Umumnya lebih Umumnya lebih Umumnya lebih Umumnya lebih Umumnya lebih
2 Rate rendah dari rendah dari tinggi dari bank tinggi dari bank tinggi dari bank

Bank Syariah Bank Syariah konvensional konvensional konvensional

3 Agunan mudah Tergantung Tergantung Tergangung plafond Tergantung plafond Tergantung
plafond plafond kredibilitas dari kredibilitas dari plafond
kredibilitas dari kredibilitas dari nasabah dan nasabah dan kredibilitas dari
nasabah dan nasabah dan industrinya industrinya nasabah dan
industrinya industrinya industrinya

Tergantung dari Tergantung dari Tergantung dari Tergantung dari Tergantung dari
4 Prosesnya mudah kelengkapan kelengkapan kelengkapan kelengkapan kelengkapan

dan cepat persyaratan persyaratan persyaratan persyaratan persyaratan

5 Revolving credit Ada Ada Ada Ada Tidak

6 Plafond sesuai dgn Sesuai BMPK Sesuai BMPK Sesuai BMPK Sesuai BMPK Sesuai BMPK
kebutuhan perusahaan

7 Jangka waktu Pendek (bulan-1 Fleksibel/tergantung Fleksibel/ Fleksibel/
pengembalian pinjaman 1 Tahun tahun) kesepakatan tergantung tergantung

kesepakatan kesepakatan

8 Cara pembayaran Terjadwal Fleksibel Terjadwal Terjadwal Terjadwal

Atribut Kebutuhan Operasional Atribut Kebutuhan Penyimpanan Dana
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Perbandingan Pemenuhan Kebutuhan Modal Investasi

Bank Konvensional Bank Syariah

No. Atribut Kredit Investasi Project Financing Murabahah Ijarah/MBT

Umumnya lebihrendah Umumnya lebih rendah Umumnya lebih tinggi Umumnya lebih
1 Rate rendah dari Bank Syariah dari Bank Syariah dari bank konvensional tinggi dari bank

konvensional

Kemampuan memberikan Mampu memberikan Mampu memberikan Kemampuan modal Kemampuan
2 pinjaman pinjaman sesuai dgn pinjaman sesuai dgn masih terbatas masih terbatas

kebutuhan korporasi kebutuhan korporasi (terutama untuk (terutama untuk
korporasi besar) korporasi besar)

Jangka panjang >1thn Sesuai dengan
3 Jangka waktu Umumnya 3 - 10 tahun waktu pelaksanaan Maksimum 5 tahun Maksimum

pengembalian project 5 tahun

4 Grace Period Ada Ada Tidak ada Tidak ada

5 Cara Pembayaran Terjadwal Terjadwal Terjadwal Terjadwal

Tergangung jumlah Tergantung jumlah Tergantung Tergantung
6 Agunan mudah pinjaman kredibilitas pinjaman kredibilitas pembiayaan kredibilitas pembiayaan

nasabah & industrinya nasabah & industrinya nasabah & industrinya kredibilitas
nasabah &
industrinya

7 Proses yang mudah dan Tergantung dari Tergantung dari Tergantung dari Tergantung
cepat kelengkapan kelengkapan kelengkapan kelengkapan

persyaratan persyaratan persyaratan persyaratan

Tantangan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan korporasi terhadap produk dan jasa perbankan, serta pemenuhan
kebutuhan tersebut oleh perbankan syariah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh Bank Syariah
sehingga dapat lebih bersaing dengan Bank Konvensional. Tantangan tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:

1. Product Offering

• Peningkatan kompetensi SDM terutama untuk pemahaman terhadap aspek syariah yang melekat
pada produknya dan peningkatan kemampuan inovasi produk. Hal ini ditujukan agar Bank Syariah
dapat melakukan differensiasi produk, menemukan skema yang fleksibel namun tetap sesuai syariah,
serta mengembangkan produk baru yang belum tersedia di pasar.

• Edukasi pasar yang lebih intens dan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga target pasar
mampu mengenal akad-akad yang selama ini dianggap rumit.

• Efisiensi Organisasi, ditujukan agar kinerja Bank Syariah lebih baik dan dapat menekan biaya-
biaya, namun tetap profesional.

• Pengembangan kombinasi akad, ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan korporasi yang beragam
dan juga mampu menekan biaya serta rate yang kompetitif.

2. Kapasitas Penawaran

• Melakukan sindikasi beberapa Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaan sehingga mampu
mengatasi keterbatasan modal.

• Penambahan jaringan, diupayakan agar dapat menjangkau pangsa korporasi di daerah-daerah.
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3. Komunikasi

• Image Building agar nasabah korporasi memiliki awareness yang baik terhadap bank syariah sebagai
bank yang juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan korporasi.

• Edukasi terhadap nasabah korporasi melalui kegiatan promosi below the line (event-event) dan
melakukan pendekatan personal. Metode ini diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dan
efisien.

• Melakukan promosi (press release di media massa) terhadap pembiayaan dalam jumlah besar
yang berhasil dilakukan sehingga dapat menguatkan brand image serta mengatasi kekurangan
dana untuk promosi.

4. Sumber Daya Manusia dan IT

• Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia agar lebih memahami konsep syariah. Hal ini
akan mendorong peningkatan product knowledge dan kemampuan inovasi yang lebih cepat.

• Perlu menanamkan konsep Service Excellency pada seluruh karyawan Perbankan Syariah, diharapkan
dengan konsep ini karyawan lebih customer minded dan mampu meningkatkan service yang
diberikan. Peningkatan service yang diberikan diharapkan membuat Bank Sayriah mampu bersaing
dengan Bank Konvensional, dimana saat ini Bank Konvensional berusaha meningkatkan service
yang diberikan ke nasabah korporasi.

• Pengembangan jaringan bersama dan pemanfaatan teknologi bersama antara Unit Usaha Syariah
dengan bank induknya (bank konvensional).
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BAB 3:

KERJASAMA KELEMBAGAAN DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN PERBANKAN DAN

KEUANGAN SYARIAH

Pengembangan industri perbankan dan

keuangan syariah merupakan bagian dari upaya

menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh

karena itu diperlukan dukungan dan kerjasama dari

berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.

Dukungan dan kerjasama berbagai pihak ini diharap-

kan dapat mewujudkan sinergi dalam rangka mem-

bangun industri perbankan dan keuangan syariah yang

sehat, kuat dan istiqamah.

KERJASAMA DOMESTIK

Kerjasama domestik dilakukan dengan tujuan

untuk mempersiapkan dan mengembangkan sarana

dan infrastruktur yang diperlukan dalam pengem-

bangan perbankan syariah, antara lain meliputi aspek

syariah, akuntansi, dan sosialisasi. Untuk itu dalam

tahun 2007, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,

Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan bebe-

rapa lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-

MUI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Pusat

Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indone-

sia (DSN-MUI)

Dalam rangka mewujudkan terciptanya

perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang

memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasio-

nalnya, diperlukan standar syariah yang menjadi

pedoman regulasi dan operasional perbankan syariah.

Selain berfungsi sebagai referensi dalam memenuhi

prinsip-prinsip syariah yang menjamin validitas aspek

hukum muamalah dari suatu produk, standar syariah

tersebut juga berperan menjaga keseragaman

kegiatan operasional perbankan dan keuangan

syariah, sehingga dapat mempermudah proses

regulasi dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya

penyusunan standar syariah dimaksud dilakukan

dengan penetapan fatwa DSN-MUI.

Mengingat pentingnya keberadaan fatwa bagi

keberlangsungan kegiatan operasional perbankan

syariah, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan

DSN-MUI yang dituangkan dalam nota kese-

pahaman. Nota kesepahaman ini dilatarbelakangi

oleh pemikiran bahwa keberadaan lembaga yang

berfungsi menetapkan fatwa maupun memberikan

jasa konsultasi atas produk dan transaksi perbankan

syariah diperlukan untuk mendukung pengembangan

perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2007 Bank Indonesia telah

memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan

dana bantuan operasional, bantuan dana pelaksanaan

ijtima’ sanawi (annual meeting) Dewan Pengawas

Syariah (DPS), dan rapat pleno rutin yang terkait

dengan perumusan fatwa produk dan transaksi

perbankan syariah.

Sebagai hasil kerjasama yang dilakukan selama

tahun 2007 telah diterbitkan fatwa DSN-MUI

berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan

dan keuangan syariah sebanyak 10 (sepuluh) fatwa

yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa no.55 tentang Pembiayaan Rekening Ko-

ran Syariah Musyarakah

2. Fatwa no.56 tentang Ketentuan Review Ujrah

Pada Lembaga Keuangan Syariah

3. Fatwa no.57 tentang Letter of Credit (LC) dengan

Akad Kafalah bil Ujrah
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4. Fatwa no.58 tentang Hawalah bil Ujrah

5. Fatwa no.59 tentang Obligasi Syariah

Mudharabah Konversi

6. Fatwa no.60 tentang Penyelesaian Piutang dalam

Ekspor

7. Fatwa no.61 tentang Penyelesaian Piutang dalam

Impor

8. Fatwa no.62 tentang Akad Ju’alah

9. Fatwa no.63 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Syariah (SBIS)

10. Fatwa no.64 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah).

Selain dukungan kerjasama dalam bentuk pener-

bitan fatwa tersebut di atas, DSN-MUI juga turut serta

membantu program kerja DPbS dalam melakukan

sosialisasi dan edukasi publik, yaitu dengan berkontri-

busi sebagai pengamat maupun narasumber dalam

beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh DPbS.

Di samping itu, dalam pelaksanaan beberapa pene-

litian yang dilakukan selama tahun 2007, Tim Peneli-

tian dan Pengembangan DPbS mengikutsertakan

anggota DSN-MUI sebagai Peneliti Tamu. Di luar

DPbS, DSN-MUI juga memiliki peranan terhadap

pelaksanaan program kerja Bank Indonesia yang

dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Moneter

(DPM) dalam penyusunan fatwa mengenai SBI-

Syariah (SBI-S) dan SBI-Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah)

serta terlibat sebagai nara sumber dalam penyusunan

ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

mengenai SBIS Ju’alah dan SBIS Repo.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Kerjasama Bank Indonesia dengan IAI didasar-

kan atas kebutuhan akan adanya standar akuntansi

perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan

menjadi acuan dalam pembukuan, pelaporan

maupun audit bagi perbankan syariah. IAI sebagai

lembaga yang berwenang dalam menetapkan

standar keuangan dan audit bagi berbagai industri

merupakan elemen penting dalam pengembangan

perbankan syariah di Indonesia, dimana perekono-

mian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang

dengan baik tanpa adanya standar keuangan yang

baik.

Kerjasama di atas dituangkan dalam Nota

Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan IAI untuk

menyusun berbagai standar akuntansi di bidang

perbankan Syariah, termasuk pelaksanaan kerjasama

riset dan pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai

dengan kompetensi IAI. Pada tahun 2007 telah dihasil-

kan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Syariah, serta beberapa Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang menggunakan pen-

dekatan akuntansi per transaksi berdasarkan prinsip

syariah yaitu sebagai berikut:

1. SAK No. 101 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Syariah

2. SAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah

3. SAK No. 103 tentang Akuntansi Salam

4. SAK No.104 tentang Akuntansi Istishna’

5. SAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah, dan

6. SAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah.

Pada tahun 2007 juga telah dilakukan proses

finalisasi draft revisi Pedoman Akuntansi Perbankan

Syariah Indonesia (PAPSI) yang direncanakan akan

selesai pada tahun 2008.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)

merupakan lembaga yang didirikan oleh para pegiat

ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan

sinergi antar pelaku ekonomi syariah dalam upaya

mensosialisasikan dan mengkomunikasikan menge-

nai sistem, produk, dan lembaga keuangan syariah

(baik bank maupun non bank) secara efektif dan

efisien sehingga mampu mendukung stabilitas dan
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pertumbuhan industri keuangan dan perbankan

syariah yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan PKES pada tahun 2007 seba-

gaimana periode sebelumnya dititikberatkan pada 5

pola komunikasi sebagai konsentrasi, yaitu:

1. Media Cetak

Terdiri dari penerbitan dan penyebaran buku saku,

buku kamus istilah keuangan dan perbankan

syariah serta rubrik tanya jawab ekonomi syariah

di beberapa media cetak nasional dan lokal.

2. Media Broadcasting

Yaitu dengan melakukan dialog interaktif di siaran

program ekonomi syariah pada radio siaran lokal,

selain itu juga bekerjasama dengan stasiun televisi

lokal untuk melakukan sarasehan pada bulan

Ramadhan.

3. Edukasi/Seminar

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

pengajian telkom, sarasehan ulama se-

Jabodetabek, Silaturahim dan temu wicara

ekonomi Islam dan perbankan syariah di Depok,

Bogor, dan Cianjur, safari Ramadhan 1428H,

orientasi guru ekonomi dan agama pada MA

Negeri di propinsi Riau, forum kajian hukum bisnis

syariah, pelatihan notaris di Semarang dan

ekonomi syariah ke kampus.

4. Website

Website masih tetap berjalan dengan

menampilkan informasi seputar ekonomi syariah

dan menyediakan rubrik tanya jawab. PKES pada

tahun 2007 menampilkan profil singkat seluruh

anggota PKES.

5. Lain-lain

PKES telah menyelenggarakan acara Peduli Yogya

dan Jateng, Sharia PR Club (SPRC), silaturahim

dan dialog dengan menteri sekretaris negara

(diwakili oleh staf khusus mensesneg) dan

silaturahim dan halal bihalal dengan ketua dewan

kehormatan PKES.

Selain itu, program kegiatan juga meliputi kerja-

sama dengan pihak ketiga dengan lebih meningkat-

kan kegiatan sosialisasi ekonomi syariah ke masya-

rakat luas di seluruh Indonesia, dan pengembangan

kegiatan pada program TV berupa pembuatan dan

penayangan Iklan Layanan Masyarakat.

Seiring dengan perkembangan industri perban-

kan, keuangan dan ekonomi syariah, eksistensi PKES

dipandang sudah memasuki tahap kemandirian.

Untuk lebih mendorong kemandirian tersebut, tahun

2007 merupakan tahun terakhir keanggotaan Bank

Indonesia dalam PKES dengan tujuan untuk menjaga

netralitas Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan

pengembangan perbankan syariah. Untuk kedepan,

walaupun tidak sebagai anggota, Bank Indonesia

akan tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan

PKES dalam pengembangan ekonomi dan perbankan

syariah.

KERJASAMA INTERNASIONAL

Lembaga keuangan syariah telah berkembang

di berbagai negara baik yang mayoritasnya ber-

penduduk muslim ataupun sebaliknya, muslim sebagai

kelompok minoritas. Pertumbuhan lembaga keuangan

syariah selain membuktikan bahwa sistem ini semakin

mendapat tempat juga memberikan konsekuensi

tingkat kompleksitasnya yang semakin meningkat,

antara lain pada tataran perbedaan school of thought

yang berimbas kepada perbedaan pendapat menge-

nai kesyariahan sebuah produk. Disisi yang lain,

pengembangan jaringan lembaga keuangan syariah

telah memasuki wilayah regional dan internasional

sehingga memerlukan adanya media komunikasi,

koordinasi hingga adanya kebutuhan akan penetapan

standar yang dapat dijadikan acuan secara inter-

nasional baik bagi regulator, supervisor maupun

pelaku. Terkait dengan hal ini Lembaga keuangan

syariah internasional diawali dengan pendirian Islamic



Bab 3 :  Kerjasama Kelembagaan dalam Rangka Pengembangan Perbankan dan Keuangan Syariah  

44 Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007

Development Bank (IDB), selanjutnya diikuti dengan

berdirinya lembaga keuangan syariah internasional

lainnya seperti Islamic Financial Services Board (IFSB),

Accounting and Auditing Organization for Islamic

Financial Institution (AAOIFI) dan International Islamic

Financial Market (IIFM).

Terkait dengan lembaga keuangan interna-

sional, Bank Indonesia yang mendapat amanat

mengawasi bank termasuk bank syariah memandang

perlu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan/pro-

gram yang diselenggarakan lembaga keuangan

internasional. Manfaat yang diperoleh dari keikut-

sertaan Bank Indonesia dalam lembaga-lembaga

keuangan syariah berupa peningkatan standar

pengawasan/pengaturan serta penguatan industri

perbankan syariah nasional. Kondisi perbankan

syariah yang sehat, kuat serta memiliki standar inter-

nasional menjadi sebuah kebutuhan dalam iklim

perekonomian dunia yang semakin mengglobal.

Fokus penguatan industri keuangan nasional

adalah dimilikinya struktur keuangan yang kuat,

sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional,

serta sistem operasional dan mutu layanan jasa yang

memenuhi standar internasional. Adapun tujuan dari

internasionalisasi industri perbankan syariah nasional

adalah untuk membuka peluang-peluang pengem-

bangan volume usaha, membangun aliansi strategis

dengan lembaga-lembaga keuangan syariah interna-

sional serta meningkatkan peran bank syariah

nasional dalam melakukan pelayanan jasa transaksi

nasional, regional dan internasional bagi sektor usaha

yang semakin berkembang. Selain mengambil man-

faat, diharapkan keterlibatan Bank Indonesia dalam

kerjasama internasional di bidang perbankan syariah

juga dalam upaya turut serta berkontribusi bersama-

sama dengan lembaga lainnya mengembangkan

infrastruktur dan merumuskan standar best practices

bagi operasional perbankan syariah internasional.

Untuk itulah selain pada level expert, Bank Indonesia

juga menempatkan pejabat senior dalam Board of

Director lembaga-lembaga dimaksud. Berbagai

kemajuan, kerjasama dan keterlibatan Bank Indone-

sia dalam lembaga-lembaga internasional tersebut

diuraikan secara ringkas sebagai berikut1.

Accounting and Auditing for Islamic Financial

Institution (AAOIFI)

Sejak didirikan pada tahun 1990 di Algeria dan

berkantor pusat di Manama, Bahrain, saat ini AAOIFI

beranggotakan 155 anggota lembaga dari 40 negara

yang meliputi bank sentral, lembaga keuangan syariah

dan anggota lainnya dari industri keuangan dan bank

syariah internasional. Selain itu, AAOIFI juga men-

dapat jaminan implementasi atas standar yang

dikeluarkan antara lain oleh negara Bahrain, Jordan,

Lebanon, Qatar dan Sudan.

Tujuan didirikan AAOIFI adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan pemikiran tentang

akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan

syariah

2. Untuk menyebarluaskan pemikiran tentang

akuntansi dan auditing dan aplikasinya untuk

lembaga keuangan syariah melalui pelatihan,

seminar, publikasi dan lainnya.

3. Untuk menyiapkan, menyusun dan menginte-

pretasikan standar akuntansi dan auditing untuk

lembaga keuangan syariah.

4. Untuk me-review dan mengubah standar akuntansi

dan auditing untuk lembaga keuangan syariah

Standar akuntansi dan auditing yang dikeluar-

1 Informasi lebih lanjut dari lembaga-lembaga kerjasama internasional tersebut dapat diakses melalui mengenai halaman
internet remsi lembaga, yaitu: www.ifsb.org  (IFSB), www.iifm.net (IIFM), www.aaoifi.com (AAOIFI) dan
www.isdb.org (IDB)
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kan oleh AAOIFI dijadikan acuan dalam penyusunan

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

(PSAKS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indo-

nesia (IAI). Hal ini dapat terlihat dari adanya peru-

bahan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan

Syariah yang berubah menjadi Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

(KDPPLKS) dan PSAK No.101 dan seterusnya untuk

mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi syariah.

Adapun kegiatan – kegiatan yang dilakukan

oleh AAOIFI sepanjang tahun 2007, antara lain :

1. Menyelenggarakan seminar dan konferensi

tentang akuntansi, auditing, pengelolaan serta

shariah standar bagi lembaga keuangan syariah.

2. Menyelenggarakan program peningkatan kualitas

SDM lembaga keuangan syariah yaitu :

a. Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)

Program, yaitu program yang didesain untuk

membekali peserta dengan pemahaman teknis

dan kemampuan professional di bidang

akuntansi dalam lembaga keuangan dan

perbankan syariah internasional.

b. Certified Sharia Adviser & Auditor (CSAA) Pro-

gram,  yaitu program yang didesign untuk

membekali peserta dengan pemahaman teknis

dan kemampuan professional di bidang Syariah

Compliance dan review process dalam lembaga

keuangan dan perbankan syariah internasional.

Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB secara resmi didirikan pada tanggal 3 No-

vember 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 23

Maret 2003. IFSB merupakan lembaga internasional

berkantor  pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang

memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga standard

setting internasional dibidang pengaturan dan

pengawasan keuangan syariah terutama melakukan

penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi

bagi lembaga keuangan syariah internasional yang

mencakup perbankan, pasar modal dan asuransi

syariah. Penyusunan standar dapat dilakukan dengan

dua pendekatan yaitu dengan menyusun standar baru

atau mengadaptasi standar internasional yang telah

ada bagi lembaga keuangan secara umum dengan

melakukan penyesuaian terhadap karakteristik

lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap

prinsip syariah.

Sampai dengan tahun 2007, perkembangan

Prudential Standards dan panduan yang dimiliki IFSB

adalah:

1. Guiding principles of risk management for institu-

tions (other than insurance institutions) offering

only islamic financial services, yang telah disetujui

sebagai standar pada akhir tahun 2005 dan efektif

diimplementasikan pada tahun 2007.

2. Capital adequacy standard for institutions (other

than insurance institutions) offering only islamic

financial services, yang telah disetujui sebagai

standar pada akhir tahun 2005 dan efektif diimple-

mentasikan pada tahun 2007.

3. Guiding principles on corporate governance for

institutions offering only islamic financial services

(excluding islamic insurance (takaful) institutions

and islamic mutual funds)

4. Disclosures to promote transparency and market

Discipline for institutions offering islamic financial

Services (excluding islamic insurance (takaful)

institutions And Islamic Mutual Funds)

5. Guidance on Key elements in the supervisory re-

view process of Institutions offering islamic finan-

cial services (excluding islamic insurance (takaful)

institutions And islamic mutual funds)

6. Special issues in Capital Adequacy, Technical Com-

mittee mensahkan Exposure Draft bagi public con-

sultation pada 1 November 2007.

7. Governance on Islamic Collective Investment Funds,

Technical Committee mensahkan Exposure Draft
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bagi public consultation pada 1 November 2007.

8. Corporate Governance on Takaful Operation, saat

ini dalam tahap inisiasi pembuatan draft untuk

Exposure Draft.

9. Shari’ah Governance, dalam tahap inisiasi pem-

bahasan pokok permasalahan.

10.Market Conduct, dalam tahap inisiasi pembahasan

pokok permasalahan.

Selain penyusunan standar dan panduan, IFSB

secara periodik melakukan kegiatan dalam bentuk

konferensi internasional, workshop, training, dan dia-

log diberbagai negara yang bertujuan untuk untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat internasional

terhadap permasalahan yang relevan dan berdampak

terhadap pengaturan dan pengawasan industri

keuangan syariah.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan IFSB

selama tahun 2007 adalah penyelenggaraan Council

Meeting ke-11 pada bulan November 2007 di Jeddah

yang antara lain dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank

Indonesia, serta menyelenggarakan seminar dan

konferensi internasional sebanyak 16 (enam belas)

kali. Pada akhir tahun 2007 IFSB keanggotaan IFSB

meningkat dari 110 anggota pada tahun 2006

menjadi 137 yang terdiri dari 35 lembaga pengatur

dan pengawas lembaga keuangan, 5 lembaga

keuangan internasional yaitu IMF, World Bank, BIS,

IDB dan ADB serta 97 pelaku pasar keuangan syariah

dari 29 negara.

Keterlibatan Bank Indonesia sebagai salah satu

anggota IFSB cukup aktif, dalam hal ini Bank Indone-

sia merupakan anggota working group yaitu kelompok

yang beranggotakan tenaga ahli berasal dari anggota

IFSB dan diluar IFSB yang bertugas untuk menyusun

draft suatu standar. Bank Indonesia menempatkan

tenaga ahlinya dihampir seluruh Working Group yang

sedang bejalan yaitu: Corporate Governance Work-

ing Group, Transparancy and Market Discipline Work-

ing Group, Supervisory Review Process Working

Group, Governance on Islamic Collective Investment

Funds, The Special issues in Capital Adequacy Work-

ing Group, Shariah Governance Working Group dan

Market Conduct Working Group.

International Islamic Financial Market (IIFM)

IIFM dibentuk pada tahun 2002 adalah lembaga

keuangan syariah internasional yang berkantor pusat

di Bahrain. Peranan utama IIFM adalah mendorong

perkembangan pasar keuangan syariah internasional

baik pasar primer maupun sekunder antara lain dalam

mengupayakan standarisasi instrument keuangan

syariah khususnya dari kontrak dan strukturnya,

menerbitkan sejumlah pedoman serta mendorong

kerjasama diantara lembaga keuangan syariah. Untuk

mendorong perkembangan keuangan syariah IIFM

juga secara aktif menjalin kerjasama tidak hanya yang

menjalankan prinsip syariah namun juga yang

menjalankan prinsip konvensional. Hal ini ditujukan

untuk mendapatkan best practices.

Beberapa hal yang penting dicatat kiprah IIFM

pada tahun 2007 adalah:

1. Dilaksanakannya Board of Director Meeting

sebanyak 2 kali yang antara lain dihadiri oleh

Deputi Gubenur Bank Indonesia selaku anggota

BoD IIFM. Hal-hal yang dibahas dalam BoD

diantaranya menyangkup penyampaian dan

evaluasi perkembangan program inisiatif,

pengesahan penambahan anggota, dan anggaran

IIFM serta penunjukkan tim shariah expert.

2. Pada bulan Januari 2007 dilaksanakan MoU antara

IIFM dengan The International Capital Market

Association (ICMA) untuk memfasilitasi kerjasama

dalam pengembangan pasar keuangan syariah

internasional. Fokus kerjasama tersebut adalah

mengembangkan standar market practices yang

diperutukkan bagi industri sukuk (Islamic bonds).

Standar yang akan dikembangkan antara lain

mencakup standar kontrak, standar bahasa,
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standar praktek untuk pasar sekunder. Sebagai-

mana diketahui bahwa sukuk yang diperkenalkan

pertama kali pada tahun 2000, pada tahun ini

telah mencapai nilai lebih dari USD 47 miliar dan

diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai

USD 150 milyar pada tahun 2010.

3. Dilaksanakannya The 2nd International Islamic

Financial Markets Conference di Bahrain mem-

bahas beberapa topic hangat seperti Hedging,

Framework & Development, Islamic Liquidity Man-

agement & Interbank Market, Islamic REIT –

Trends & Developments dan Islamic Unit Trusts –

Future Prospects. Seminar tersebut dirancang untuk

mengantisipasi perkembangan yang pesat dari

keuangan syariah dimana dibutuhkan pasar

keuangan yang kuat sebagai salah satu pilar dari

system keuangan syariah. Di tahun 2007 terdapat

3 lembaga yang menjadi anggota baru BoD IIFM

yaitu Calyon Corporate & Investment Bank, Na-

tional Bank of Kuwait dan AL Salam Bank. Selain

itu beberapa kembaga keuangan syariah yang

bergabung dengan IIFM yaitu Al Baraka Banking

Group, Clifford Chance, Dow Jones Indexes, First

Habib Modharaba dan Standard Chartered Bank.

4. Dalam upaya pengembangkan pasar keuangan

IIFM telah membentuk beberapa working group

untuk membahas topik-topik tertentu yaitu Islamic

hedging working group, documentary conver-

gence working group, Islamic liquidity. Beberapa

hasil working group telah dimanfaatkan oleh

negara-negara anggota dalam rangka mengem-

bangkan pasar keuangan syariahnya.

PASAR  KEUANGAN SYARIAH

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip

Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan

jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah

baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen

PUAS yang digunakan sebagai sarana transaksi di

PUAS masih menggunakan instrumen Sertifikat

Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS

yang digunakan sebagai sarana investasi jangka

pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Persen-

tase tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA tersebut

mencerminkan gross revenue dari bank yang

menerbitkan. Didalam transaksi PUAS selain Bank

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS),

bank konvensional juga dapat berperan sebagai bank

penanam dana. Sebaliknya hanya BUS atau UUS yang

dapat berperan sebagai bank pengelola dana.

Sejalan dengan perkembangan industri

perbankan syariah, maka Bank Indonesia menyem-

purnakan sistem dan mekanisme transaksi PUAS

melalui ketentuan baru yang mengatur kegiatan

PUAS yaitu dengan menerbitkan PBI No.9/5/PBI/2007

tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip

Syariah dan SE Ekstern No.9/8/DPM perihal Sertifikat

Investasi Mudharabah Antarbank. Didalam ketentuan

tersebut dilakukan beberapa perubahan menyangkut

instrumen PUAS yaitu: (1) dapat diterbitkan baik dalam

rupiah maupun valas; (2) dapat diperdagangkan (trad-

able) sepanjang belum jatuh waktu; (3) BUS atau UUS

dapat menerbitkan instrumen PUAS selain yang telah

diatur (Sertifikat IMA) setelah memperoleh fatwa

mengenai kesesuaian instrumen PUAS tersebut

dengan prinsip syariah dari DSN.

Gambar 3.1    Perkembangan Volume PUAS 2007

Kegiatan PUAS sepanjang tahun 2007 menga-

lami penurunan. Total volume transaksi PUAS selama

2007 sebesar Rp9.904.200 juta (pada tahun 2006
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sebesar Rp13.245.550 juta).

Volume transaksi PUAS terbesar terjadi pada

bulan Desember 2007 yang mencapai Rp1.167,8

miliar. Sedangkan volume transaksi PUAS terkecil

terjadi pada bulan April 2007. Menurunnya volume

yang mencerminkan kurangnya likuiditas di PUAS

tersebut dikarenakan kurangnya demand pelaku

pasar sehingga menyebabkan tingkat imbalan PUAS

menurun. Hal tersebut sejalan dengan fakta bahwa

rata-rata rate imbalan PUAS pada bulan April paling

tinggi dibandingkan periode lainnya, yaitu mencapai

7,37%.

Gambar 3.2    Perkembangan Volume PUAS 2007

Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Imbalan

Total volume dana yang ditanam di PUAS

mencapai Rp 9.904,2 miliar. Dana yang ditanam

dalam jangka waktu overnight (o/n) sebesar Rp

4.637,9 miliar, jangka waktu 2-6 hari sebesar Rp

1.234,9 miliar, jangka waktu 7 hari sebesar Rp 2.632,9

miliar dan untuk jangka waktu e” 8 hari sebesar Rp

1.257,5 miliar.

Dilihat dari perkembangan jumlah peserta PUAS

sepanjang tahun 2007, tercatat ada 24 bank (pada

tahun 2006 tercatat 20 bank) yang aktif melakukan

transaksi di PUAS sebagai bank penanam dana

dimana 14 bank merupakan UUS, 7 bank konven-

sional dan 3 BUS. Sementara itu, tercatat 10 bank

(pada tahun 2006 tercatat 8 bank) yang berperan

sebagai bank pengelola dana, dimana terdapat 7

bank UUS dan 3 BUS. Namun bertambahnya peserta

PUAS tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan

volume PUAS.

Berdasarkan pengelompokannya, sekitar 53%

dana yang ditanamkan di PUAS bersumberkan dari

kelompok UUS, 32% bersumberkan dari bank

konvensional dan  dari BUS sebesar 15%. Disisi lain

sekitar 50,18% dana yang dikelola di PUAS dikelola

oleh BUS dan mayoritas dana tersebut dikelola oleh

1 (satu) BUS, sedangkan sisanya sebesar 49,82%

dikelola oleh beberapa UUS.

Gambar 3.3  Kelompok Bank Pemberi Dana Terbesar di
PUAS 2007

Gambar3.4  Kelompok Bank Pengelola Dana Terbesar
di PUAS 2007

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah

bukti penitipan dana berjangka pendek dengan

menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh

Bank Indonesia bagi bank umum syariah dan unit
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usaha syariah. SWBI pada tahun 2007 mengalami

perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya

total volume transaksi SWBI sepanjang tahun 2007

yaitu sebesar Rp89.554,5 miliar, meningkat 68,27%

dibandingkan total volume transaksi SWBI 2006 yaitu

sebesar Rp53.220,7 miliar, penempatan SWBI dalam

jangka waktu 7 hari sebesar Rp72.708,8 miliar, jangka

waktu 14 hari sebesar Rp13.210,2 miliar, dan untuk

jangka waktu 28 hari sebesar Rp3.634,5 miliar.

Sepanjang tahun 2007, mayoritas SWBI ditanam

dalam jangka waktu  yang lebih pendek yaitu 7 hari

untuk memudahkan pengelolaan likuiditas bagi bank.

Gambar 3.5 Perkembangan SWBI 2007

Total SWBI jatuh waktu selama 2007 sebesar

Rp89.286,4 miliar. Pelunasan dalam jangka waktu 7

hari sebesar Rp72.685,1 miliar, jangka waktu 14 hari

sebesar Rp13.028,2 miliar dan untuk jangka waktu

28 hari sebesar Rp3.573 miliar.

Gambar 3.6  Perkembangan Volume SWBI
Berdasarkan Jangka Waktu

Gambar 3.7  Outstanding SWBI Berdasarkan
Jangka Waktu

Total outstanding SWBI pada akhir tahun 2007

mengalami kenaikan tipis (2,43%) bila dibandingkan

oustanding tahun lalu. Pada akhir tahun 2007 total

outstanding SWBI tercatat sebesar Rp2.598,5 miliar

(pada tahun 2006 sebesar Rp2.536,9 miliar). Outstand-

ing SWBI yang berjangka waktu 7 hari sebesar Rp1.663

miliar, jangka waktu 14 hari sebesar Rp636 miliar,

dan 28 hari sebesar Rp229,5 miliar. Sebanyak 71,46%

dari outstanding SWBI tahun 2007 dimiliki oleh Bank

Umum Syariah, sisanya sebesar 28,54% dimiliki oleh

UUS. Komposisi kepemilikan BUS tersebut menurun

dibandingkan kepemilikan tahun 2006 yang men-

capai 74,04%. Sedangkan kepemilikan UUS ber-

tambah dibandingkan kepemilikan tahun 2006

menjadi sebesar 25,96%.

Gambar 3.8 Outstanding SWBI Berdasarkan
Kelompok Pemilik
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Gambar 3.9  Perkembangan Tingkat Imbalan PUAS
dan Imbalan SWBI 2007

Secara garis besar mekanisme saham yang

terdapat dalam JII merupakan hasil screening  terhadap

saham-saham yang terdapat dalam Bursa Efek Jakarta

dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun per-

syaratan suatu saham dapat dikategorikan sesuai

ketentuan syariah2 antara lain:

1. diterbitkan oleh perusahaan yang bidang usaha,

manajemen, dan produknya tidak bertentangan

dengan syariat Islam, seperti (i) Usaha perjudian

dan permainan yang tergolong judi atau per-

dagangan yang dilarang; (ii) Lembaga keuangan

konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan

asuransi konvensional; (iii) Usaha yang mem-

produksi, mendistribusi, dan memperdagangkan

makanan dan minuman yang tergolong haram;

(iv) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan

menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan

bersifat mudharat.

2. Setiap pemegang saham mempunyai hak yang

proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki.

Hal ini berarti hanya satu jenis saham yang yang

dapat dikeluarkan oleh penerbit yaitu saham biasa

(common stock), sedangkan saham istimewa

(preferred stock) dimana pemegang tidak memiliki

hak suara tetapi memiliki hak atas deviden tidak

diperkenankan sebagai bentuk kepatuhan pada

prinsip bagi hasil dalam syariah.

3. Tidak melakukan kegiatan perdagangan yang

tidak disertai dengan penyerahan barang atau

jasa.

4. Tidak melakukan perdagangan dengan pena-

waran atau permintaan palsu.

5. Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai

berikut:

a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan

dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%

(Hutang yang berbasis bunga dibandingkan

Pada Gambar 3.9, terlihat perkembangan tingkat

imbalan PUAS dan SWBI selama 2007. Selama tahun

2007 rate imbalan SWBI berfluktuasi mengikuti arah

perkembangan rate PUAS, hal tersebut dikenakan

karena tingkat imbalan SWBI ditetapkan dari nilai

terendah antara rate PUAS atau Deposito Investasi

Mudharabah (DIM) Perbankan Syariah. Untuk per-

kembangan tingkat imbalan SWBI pada tahun 2007

berfluktuatif. Tingkat imbalan SWBI tertinggi terjadi

pada tgl. 19/2 pada level 8,08%. Dan tingkat imbalan

SWBI terendah terjadi pada tgl. 23/10 pada level

3,71%. Sedangkan rate imbalan PUAS tertinggi

terjadi pada tgl. 17/4 sebesar 11,56% dan rate

imbalan terendah pada tgl. 23/10 pada level 3,71%.

PASAR MODAL SYARIAH

Pasar Saham Syariah

Kegiatan pasar saham berbasis syariah mulai

diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2002

ditandai dengan peluncuran Jakarta Islamic Index

(JII) oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Danareksa

Investment Management. Pembentukan JII tentunya

dilandasi tujuan untuk memfasilitasi pelaku pasar

modal yang membutuhkan sumber dana dan produk

investasi berbasis syariah di pasar saham.

2 Peraturan BAPEPAM-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah




